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KRATA PENGANTAR

Puji svukur khadirat Allah SWT, vang telah membenkan tutik
dan hidayah-Nva, sehingga proses penulisan buku  vang
berjudul “Penanggulangan Perjudian Dalam Hukum Pidana™
i dapat terselesaikn dengan baik dan sesuai dengan wakiu
vang direncanakan, matern buku ini pada  umumnya
membicarakan  tentang  Perjudian, pandangan  masyarakat
tentang  perjudian, dan  macam-macam perjudian  yang
didalamnya juga terdapal Unsur-unsur tindak pidana perjudian,
vang dapat ditingau darnt Hukum Pidana, Norma agama, dan
ditinjau juga dari  Penegakan Hukum, Kehjakan Krmanal
serta aphkatf Hukum Pidana dalam menanggulangi perjudian
di Indonesia. Darn bahasan materi im diharapkan  dapat
memben manfaat dalam upays memahami tentang perjudian
dan Undang-Undang perjudian di Indonesia. Oleh karena itu
saran  yang bersifat membangun sangat  diharapkan  daam
penyempumaan  buku i penulis  menyampakan Terima

K.asih.

Desember, 2016
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BABI
PENDAHULUAN

A. PEMBANGUNAN HUKUM

Tujuan utama usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia
sampai saat ini terus dilakukan, yakni menciptakan suatu kodifikasi
hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana
vang merupakan warisan kolonial yakni Wethoek van Serafrecht voor
Nederlandds Indie 1915 yang merupakan turunan dan Wethoek van
Strafirech negenl Belanda wahun 1886, vang mulai berlaku | Januari
1918 Pembangunan dalam bidang bukum khususnya pembangunan
hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat
struktural, vakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang
bergerak dalam sualu mekanisme, tetapi harus juga mencakup
pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasit
suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang
bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi
berlakunya sistem hukum.® Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang
hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutubkan
Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat
diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai
dengan tuniutan pembangunan serta tingkat kesadaran hul:um serta
pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.*

Penegakan hukum pidana untuk menanggulang: perjudian
sebagal perilaku vang menyvimpang harus terus dilakukan. Hal i

' Mulady, Lembaga Pidama Bersyarat, Penerbit Alumni. Bandung, 2002, hal +

© Myoman  Scrikat  Putra  Java., Relevansi  Hukum Pidana  Adat  dalam
Pembuharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
hal, 34

' Romli Atnusasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminelogi, T Refika Aditam
Bandung. 23, hal 38



sanmgat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata
terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan
individual  maupun  ketegangan-kelegangan zosial  Penudian
merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban
sosial ' Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam
kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapai dilakukan
usgha perencanaan pembuatan hukum pidana vang menampung sepala
dinamika masvarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaifu
mengenai  pemilihan  sarana  dalam  mengatur kehidupan
bermasyarakat Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog pula-lah
vang tund mempengaruhi cara berpikir, hersikap dan bertindak
Perubahan sikap dan pandangan dan onentasi warga masyarakat inilah
vang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu
tingkah laku Apakah perbuatan tersebut diangeap lazim atau bahkan
sebaliknya merupakan suatu ancaman baw  ketertiban sosial
Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan serin ekali
memanfaatkan atau bersaranakan teknologi

Perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional
vang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang
untuk mencar nafkah dengan ridak sewajamya dan membentuk watak
“pemalus”. Sedangkan pembangunan membumthkan individu vang
giat bekerja keras dan bermental kuat.” Sanzat beralasan kemudian
judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk  suatu
pemecahannya Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial
yang dapat mengganggu fungsi sosial dar masyarakat © Salah satu
usaha rasional yang digunakan untuk menanggulang perudian adalah
dengan pendekatan kebijakan hukum pidana

Fungsi hukum sebagai social comtrol merupakan pengendalian
sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan

' Suparimih Sadii, dalam Muoladi dan Barda Mawawi Anel, Teori-Tewri don
Kebijakan Pidana, Cet 11, Penetbit Alummni, Randung, 19498 hal. 148

‘[ Simandyuntak, Pemgantar Kriminologi dan Patolegi Soxial, Tarsio, Bandung,
Y8, bl 352-353

“ il hal 354

-
.




bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menvuruh atau bahkan
memaksa anggota-angeota masyarakat agar mematuhi norma-norma
hukum atau tata tertib hukum vang sedang berdaku” Menurut Roscoe
Pound dinamakan sebagal fungsi social engineering atau rekayasa
sosial *

Sebagal  suatu masalah yang termasuk  kebijakan, maka
penggunaan (hukum) pidana sebenamva tdak mempakan suatu
keharusan ©  Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana,
sebagai salah satu upava mengatasi masalah sosial termasuk dalam
bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tjuannya
adalah uniuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya,
maka kelijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang
kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapa
kesejahieraan masyarakat

Hukum wyang teiah dibuat 1w akan terasa manfaatnya jika
dioperasionalisasikan dalam masyarakat Pengoperasionalan hukum
itu akan membenkan bukt seberapa jauh mlai-nilai, keinginan-
keinginan, ide-ide masvarakat vang dituangkan dalam hukum iw
terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nila atau ide-
ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum Pada
tahap pelaksaanan inilah sebenamya hukum i teruyi, apakah akan
mengalami hambatan atau tidak, apakah akan mengalami kegagalan
atau tidak. Karena i dalam hukum senngkali dimungkinkan adanya
suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah ndak
efektil ay

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian
mengalami  dinamika yang cukup menarik  Karena perjudian
senngkali sudah dianggap sebagai hal vang wajar dan sah Namun d

" Ronny Hanitjo Socmitro, Persasalahaon Hukum di Dalam Magarakas Algmmni,
Bandung, 1984. hal, 4

* Romm Hamtie Socmitmo, Stwdi Hakam Dalom Masyerakar, Abomni, Bandung,
1985 lwl_ 46

" Muladi, Bards Mawaway Anel, Teori-Teori dan Kebijokan Pidara, Alommni
Bamwdumg, 1992 hal 119



sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan san
mengancam ketertiban sosial masyarakar. Hal im terlihat dan adan
kebijakan melalui ULl No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undi
berhadiah tidak memmbulkan berbagai keburukan nasional, ma
pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk ol
raga  Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KS0B {Ku
Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB
atay SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karens
menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnva dana masvarakat
kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Jule
tahun 1988, Menteri Sosial Harvati Subadio dalam rapat kerja dengan
Komisi VI DPR menghentikan KSOB Setelah pembubaran KSOB,
wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal | Januari 1989 dengan
nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) SDSB
menyumbang dengan berittkad baik. Meski demikian, sumbangan
disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat
Pada tangual 25 November 1993, pemerimtah mencabut dan
membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun
1994 "

Ditinjau dan kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian
mempunyai ekses yang negatif dan memgikan terhadap moral dan
mental masyarakat terutama generasi muda Peningkatan modus dan
tindak pidana perjudian yang semakin tinggi i dapat terlihat dari
maraknya tipe perjudian, misalnya wogel, judi buntut, judi kupon putih,
bahkan sampai yang memakai tekhnologi canggih melalui telepon,
internet maupun SMS (short massage service). Data hasil operasi
" perjudian di Jawa tengah menyebutkan bahwa perjudian melalui SMS
selama bulan Januari-Juli 2006 dengan barang buku HP ( Hand Phivane)
terdapat 10 kasus "’

" badi Hipoknss,  Lokalisasi,  Legalmusi,  hitpoiwww freelists ong/cei-
basnlest st id=uniiiancl
" Kepolisian Negan RL Dacrah Jawa Tengah, Dirckiort Reserse Knmmnal



Contoh kasus vang juga marak dan telah di haramkan oleh
Komisi Farwa MUT vang diketuai KH Ma ruf Amin pada tanggal 25-
27 Mer 2006 i Pesantren Damssalam, Gontor, Ponorogo, Jawa
Timur, vaitu SMS berhadiah vang sedang marak di berbagar media
miassa, mengandung unsur perjudian. '’

Penjudian dalam proses sejarah dan generasi ternvata tdak
mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan
bahwa hasil perjudian vyang diperoleh oleh pemenniah dapai
digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI
Jakarta semasa pemenntahan Gubemur Al Sadikin vang melegalkan
penudian dan prostitusi. Namun, terlepas dani itu ekses negatif dari
perjudian lebih besar danpada ckses posif. Olch karena itu
pemenntah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas
agar masyarakat menjachi dan akhirnva berhent  melakukan
perjudian '’

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka
penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan
hukum pidana  (pemal  policy)  Kebijakan  tersebut  harus
dikonseptrasikan pada dua arah, vang pertama mengarah pada
kebijakan  aplikanf  yalu  kebijakan  untuk  bagaimana
mengoperasionalisasikan  peraturan  perundang-undangan  hukum
pidana vang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah
perpudian  Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatf atau
kebijakan vang mengarah pada pembaharuan hukum pidana {penal
law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan
pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep
KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian
pada masa mendatang

Y Amanar. FEdisi 107/ Juni-Agustus 2006
" Modia Hukum, hakum online com, download intemet tmggal 18 Okiober 20601




B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Untuk mewujudkan tercapainva fujuan negara yaitu negara
vang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang
kondusii dalam segala aspek termasuk aspek  hukum  Untuk
mengakomodasi  kebutuhan dan  aspirass masyarakatnya tersebut,
negara Indonesia tefah menentukan kebijakan sosial {social policy)
vang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial {secial
welfare podicy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social
defence policy) ™

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial  fsocial
defence policy) salah satunva dengan upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang akwal maupun
potensial terjadi Segala upaya untuk mencegah dan menanggeulangi
tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebyakan
knminal feriminal policy) .

[wa masalah sentral dalam kebijakan knminal dengan
menggunakan sarana penal  (hukum  pidana) ialah masalah
penentuan’

| perbuatan apa yang seharusnya dijadikan undak pidana,
dan
sanksi apa vang sebaiknya digunakan atau dikenakan

kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa vang seharusnya dijadikan
tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menelapkan sualu
perbiatan vang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi
suaty tindak pidana (perbuatan vang dapat dipidana). Jadi, pada
hakikatnyva kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan

I-d

U Barda  Wawswi  Arel,  Masalak  Pewegakan  Hukum  dan Kebijakan
Penunppulomgan Kejahaten, FT Ciima Aditva Bakti. Bandung, 20800 hal, 773

= . -
Ihid, hal, 73

' arda Nawaws Arel, Bumga Rompai Kebijakan Hukum Pidano, Citra Aditya
Bakes, Brndung, 2002, hat 32

']



kriminal {criminal podicyy dengan menggunakan sarana hukum pidana
ipenal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum
pidana {penal policy). .

Banyak hal vang menjadi persoalan dalam pemberantasan
perjudian di Indonesia, salah satu kendalanya adalah berkaitan dengan
pengaturan perjudian oleh perundang-undangan. Dalam hal sescorang
melakukan perbuatan fei) pidana sedangkan perbuatan tersebut
belum distur atas belum diberlakukan ketentuan yvang bersangkutan,
maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat
dipidana.'®.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi
masvarakm dari ancaman maupun ganppuan Kejahatan sebenamva
merupakan masalah politk kriminal vaity usaha rasional untuk
menangeulangi kejahatan, Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini
merupakan suatu kebijakan aparatur negara, Istilah kebijakan dalam
tulisan ini diambil dari istifah poficyiInggns) atau politiek (Belanda),
Bertolak dan kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum
pidana’ dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam
kepustakaan asing istilah. polink hukum pidana ini sering dikenal
dengan berbagai istilah antara laim pemal poficy.,

Menurut Barda MNawawi Arief. sekiranva dalam kebijakan
penangzulangan  kejahatan  atau  politik  kriminal  digunakan
upava'sarana bhukum pidana {(penal), maka kebijakan hukum pidana
harnus digrahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policvy vang
terdiri dari kebijakan‘upava-upava untuk kescjahteraan sosial (socie!
welfare poficy) dan  kebijakan/upava-upaya untuk  perlindungan
- masyvarakatisocial defence policy) “Oleh karena ity dapat dikatakan,
bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah
perlindungan masyvarakat untuk mencapan kesejahteraan.

THarda Mawawi Anef, Noplte Selekia Hukwm Pidana, Citra Aditva Bakti.
Bandung, 2003, Hal 244,

"Wikminh Rosiduh, Avav-ores Hokem Pidoue, Pustaka Magistes, Semarang 2001,

hal 1

"Barda  MNawawi  Arvicf,  Masafah  Pemegakan  Huknm  daw Kebifakan
Pewanggmlangon Kefakatan, FT. Cira Aditva Baki, Bandung 2000, hal, 7374,

2



Penggunaan hukum pidana sebagai suatu  upaya untuk
mengatasi  masalah  sosial  (kejahatan) termasuk  dalam  bidang
penepakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).  Oleh
karena itu sering dikatakan babwa politik atau kebijakan hukum
pidana merupakan bagian dari hebijakan penepakan hukum  {fam
enforcement policy). ™ Dengan demikian, dapatluh dikatakan bahwa
politik kriminal pada hakikainya juga merupakan hagian integral dari
politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi  Ariel mengemukakan
sehugal berthul

“Llsaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-
Undang (hukum) pidana pada hakekamya juga merupakan
hagian integral dari usaha perlindungan masyarakat { social
Defercey dan  usaha  mencapai  kesejahieraan masyarakat
(socigl welfare) Dan oleh karena ity wajar pulalab apabila
kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian
integral dari kehijakan atau politik svsial (secial policy).
Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sehagai segala
usaha vang rasional  untuk  mencapa kesejahteraan
masvarakat.Jadi di dalam pengertian “social policy” sekaligus
ercakup  didalamnya “social  welfare policy”"dan “social

defence podicy”

Muladi. mengemukakan, penggunain upaya hukum (lermasuk
hukum pidana) sebagai salah salu upaya untuk mengatasi masalah
sosial termasuk dalam hidang kehijakan penegakan huk wm.”

Berolak  dari  pendekatan  kebijakan it pula, Suwdarto
berpendapat hahwa dalam kebijakan pencgakan hukum dalam rangka

“Rardn Nawawi ArielBungae Rampal Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aclinva
Bakta, Bandung, 2002, hal 26

D nduladi, “Kapira Sclekte Sistem Peraditon Pidana™ Badan Penerbit LINIMEP,
Semarang, 19495; 55
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penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus
diperhatikan hal-hal sebapai berikut:™

il

Penggunaan hukom pidana haros memperhatikan tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewwjudkan masyaraka
adil dan makmur yang merata materiel spirtual
berdasarkan Pancasila: sehubungan dengan ini maka
ipenggunaan)  hukum  pidana bertujuan untuk
menangeufangi kejahatan dan mengadakan pengugeran
terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi
kesejahteraan dan pengavoman masvarakat,

Perbuatan vang diusahakan untuk  dicegah atau
ditangpulangi dengan hukom pidana harus merupakan
perbuatan vang tidak dikehendaki, vaitu perbuatan vang
mendatangkan kerugian (material dan alau spintual) atas
warga masvarakat,

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan
prinsip biayva dan hasil.

Penggunanon hubum pidana harus pula memperhatikan
kapasitas atau kemampuan dava kerja dari badan-badan
penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan
beban wigas (overvelasting).

Seseorang  dapat dianggap langsung bertanggungiawab
sehagai individu bagi suatu kejahatan. Hukum vang telah dipilih
sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakal, bernegara
dan berbangsa yvang berwujud perundang-undangan melalui aparatur
negara. maka perlu ditindaklanjuti wsaha  pelaksonaan hukum o

secara baik sesum dengan ketentuan vang 1elab ditetapkan, ¥ Disini
kita telah masuk ke dalam bidang penecgakan hukum. Dalam hal ini

'?f“iudnrlc-. Hukwm dew Huknm Fidana, Alumni, Bandung. 1997 Hal, 44-48
“Mikmiah Roswdoh, Perfanggiengiowabon Kefohatan Pidowe Ttermasional,
Pustaka Magrster, Semarang 2011, bal 33



perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem
hukum vaitu struktur, substansi dan kultur,

k.alau penegakan hukum dianikan schagal proses perwujudan

ide-ide. nilai-nilai. vang terkandung didalam hukum maka sebcnarnya
telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan
hukum ini memerlukan wadah vang disebut organisasi beserta
birokrasinva. Dalam masyarakal vang semakin kompleks kehadiran
suglu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat
menonjol. Lintuk bisa memjalankan tugasnva. organisasi ite dituntu
untuk mewnjudkan tujuan-tujuan hukum ito mempunvai suatu tingkat
otonop tertentu. Otonomi ini - dibutehkan untuk bisa mengelola
sumber dayva vang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi,
Sumber-sumber daya ini berupa:

. sumber dava manusia seperli hakim. polisi, jaksa, panitera,

2. sumber daya fistk  seperti gedung.  perlengkapan,
kendorasn.

3. sumber dava keuangan, seperti belanja negara dan sumber
lain.

4. sumber-sumber daya vang selebihnyva vang dibuluhkan
untuk menggerakkan organisasi dalam usahanva mencapai
tujuannyva,

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak

pada kegiatan menverasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantsh dan sikap
tindak schagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

“Lihat Harkrisunti Harkeisnowo, Reformasi Huknme: Memnju Lpaya Sinerpistih
Dtk Mencapai Supremias! Hukuwm pairg Berkeadilar, Tumal keadilan Yol 3,
.‘_":.In:r. & Tabon 20032004
Satjiptes Kabordpo, Masalal  Peocgakon  Hakum Swotn Tinfawon Sosiologis,
BPHN Departemen kelakiman, Tanpa Tobun, hal, 15
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menciptakan, memelihara dan mempenahankan kedamaian pergaulan
hidup.™®

Sclanjutnva Seerjono Sockante  mengatakan  babwa

penegakan hukum schagai suatu proses, pada hakekatnva merupakan
penergpan diskresi vag menvangkut membuat keputusan vang tidak
secara ketat diatur oleh kaidah hukum. akan tetapi mempunvai unsur
penilain pribadi. Roscoe Pound menvatakan, bahwa pada hakekatnya
diskrest berada diamara hukum dan moral (etika dalam aro Iir:rnpi[].p

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum  pidana

menjadi 1 bagian vaito:

I, . Tord enforcement, vakni ruang lingkup penczakan hukum
pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana
substantit’ (subiamtive law of orime). Penegakan hukum
pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para
pencgak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara
pidana  vang antara  |lmn mencakop  alumn-sturan
penangkapan, penahanan. penggeledahan. penvitaan dan
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi
hukum pidana substantit' sendiri memberikan  batasan-
batasan. Misalnva dibutuhkan aduan terlebth  dahulu
sehagai syvarat penuntutan pada delik-delik aduan {dloachi
deficfen). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai

area of no enforcement.

b

Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum
pidana vang bersifat total tersebut dikurangi area of no
enforcenent dalam penegakan hukum ini para penegak
hukum dibarapkan penegakan hukum secara maksimal.

Y Acewal  enforcement,  menurut Joseph Goldstein fudf
enforcement ini dianggap rot o realistic expeciation. sebab

'."ﬁm.'ri-:_:-lil:- Sockunio, Fakfor-Fokior Youg Mempeogornhi Penegakan Huknm,
_ Rajawali Press. fakarta, 1983
“"Thid, hal. 4
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adanva  keterbatasan-keterbatasan dalam  benfuk  wakiu, |
personil. alat-alat investigasi, dana dan sebhagainya, vang
kesemuanva  mengakibatkan  keharusan  dilakukannya
eiscretion dan sisanya inlah vang disebut dengan actual |

. K
eRfarCeenl,

Fersoalan penegakan hukum di bidang perjudian tidak terlepas
dengan  bagaimana  menctapkan  pelaku  sebapai  pihak  yang
bertangeung  jawab  terhadap perbuatan perjudian, karena dalam
perjudian tidak ada korban vang secara langsung dapat mengadukan
perbuatan itu. Perjudian merupakan tindak pidana yang penetapannya
sanpal normatif, dan hanyva didasarkan pada adanya unsur melawan
hukum formal

Dari sisi pertanggungjawaban hukum, bila suatu perbuatan itu
memenuhi rumusan delik, maka itu menjadikan tanda ¢ indikasi bahwa
perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus
apabila  diterobos  dengan  adanva  alat  pembenar  (rechivaar-
digingsgrond). Bagi mereka yang menganut ajaran sifat melawan
hukum vang formil alasan pembenar itu hanya boleh diambil dan
hukum yang tertulis, sedang penganut ajaran sifal melawan hukum
vang materiil alnsan ity boleh diambil dan luar hukum vang tertulis.”.
Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan schagai unsur vang
menjadi persyvaratan untuk dapat dipertanggung jawabkannva pelaku
berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan
kebebasan kehendak, ™"

EH-"-‘lIJ'H'!“. Kapita Selekia Sistens Peradifon Pidana, Undip, Semarang, 1995
Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukom Pidara, Pustaka Magister Semarang, 2011,
hal 34

Vibid. Hal 41

12



atau  tujuan wutama dan  politik  knminal ialah  “perdindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”

Jadi, kebijakan hukum pidana ¢pemal policy) atan penal-faw
enforcement poficy operasionalisasinya melalui beberapa tahap vaim
tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan
yvudikatifivudisial) dan  tahap cksekusi (kebijakan eksekunf!
administratif). Dan ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan
tahap yang paling strategis dan  wpaya pencegahan dan
penanggulangan  kejahatan melalun  kebjjakan hukum  pidana
Kesalahan! kelemahan kebijakan legislanf merupakan kesalahan
strategis yvang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi ™

S

* Barda Mawawi Arief, Masafok Penepakon Hukum | thid, hal 75,
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BARB 11
PENGERTIAN PERJUDIAN DAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Perjudian

Pada hekekatnva perjudian adalah bertentangan  dengan
agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan |
miasyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dan kepentingan nasional
Perjudian mempunvai dampak yang negatif memugikan moral dan
mental masyarakat terutama generasi muda. i satu pibak judi adalah
merupakan problem sosial vang sulit di tanggulangi dan timbulnya
judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia

Judi atau permuinan “jud:” atau “perudian” menunut Kamus
besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang
sebagai taruhan” "' Berjudi 1alah “Mempertaruhkan sejumizh uang
atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan
jean mendapatkan sejumlah uang atau harta vang lebih besar
daripada jumlah vang atau harta semuola” ™

Pengertian fan dan Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda
dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae vang
menycbutkan sebaga " Huzordspel atau kata lain dan Kansspel, yaitu
permainan judi, permainan untung-untungan vang dapat dihukum
berdasarkan peramran yang ada”

" Pocrwadarminta, Kams Besar Bahasa fndonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka,

Jakana, 199%, hal 419

Thet bl 419

UMr NE algma dan Mr RRW CGokkel, Kamws fstileh Hukum Fockerma
Amidreae, ditcrjemahkan olch Salch Adiwinsa dkk, Bina Cipta, Jakara, 1987, hal,
156 Lihat jugs perbandingan H. Van Der Tas, Kemws Hukumi Belando-
Indesesia, Timun Mas, Jakari, 1961, hal 132 dan hal 168
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Dalam bahasa Inggris judi ataupun pegudian sempit artinya
gamble yang artinya "play cards or other games for money; io risk
money on a fufure evert o possible happening, dan vang terlibat
dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu, one whe
plays cards or other games for money™ ™

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah

"Pertaruhan dengan sengaja, vaitu mempertarubkan satu nilai
atau sesuatu yang diangeap bermlai dengan menyadan adanva resiko
dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian vang tidak/belum
pash iI'|.-1.siJr|.3,-a‘_FT

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menvatakan sebagai
benkut:
“Permainan judi berarts harus diamikan dengan artian vang luas
juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya
suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala
pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan vang diadakan
antara dua orang yang tidak ikut sendin dalam pedombaan-
perfombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 avat (3)
vang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian disebutkan bahwa

“Yang discbut permainan judi, adalah dap-tiap permainan, di

mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung

tergantung pada peruntungan belaka, juga karena
permainannva lebih terlatih atau lebih mahir I situ termasuk
seuala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  ata
permainan lain-lainnya, yany tidak diadakan antara mereka

“ Michacl West, An Infernational Reader's Dictiomary, Longman Group Limised,
London, FOT0, hal 155

Kartim Karono, Patelegi Sosial . 1hid hal 56

" Dl Mutiara, Tafsiran Kiteh Undang-Undarmy Hokam Pidana. Glodu Indoncsia,
lakaria. 192 hal 23
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vang furut berlomba atau bermain, demikian juga segala
pertaruhan lainnya "

B. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dan han ke han semakin marak.
Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang |
menjadi kebiasaan vang salah bagi umat manusia Scjalan dengan
perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknolog
dan globalisasi maka tingkat dan modus knminalitas juga mengalam
perubahan baik kualitas maupun kuantitasnyva, Pada hakekatnva judi
maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama. kesusilaan,
dan mosal Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan
kehidupan masyarakat. bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat unfuk memperoleh informasi dan
dunia luar dengan memanfaatkan  kemajuan  fasilitas  eknolow
mformasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era
reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung
akan dirasakan oleh masvaraka, apalagi bagi masyarakat yang teraf
pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah Sebagai dampaknya
jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan
lan . termasuk judi dan perjudian

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh
dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka
dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong
perjudian semakin subur Dan sisi mental, mereka yang terlibai
" dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan
etos dan semangat kerja sebab mereka mengeantungkan harapan akan
menjadi kaya dengan berjudi

Seorang Antropologi dan Umversitas Diponegore Semarang,
Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu
memisahkan  perilaku gudi dari masyarakat kita. Terlebih orang
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indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah
daging” "

Dalam keseharian banyak sekali orang Jawa yang tidak tahu
besok makan apa. hal itu sudah merupakan bentuk jud dengan nasib.
Aspek kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan
perjudian Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-
bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba
vang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda Di daerah Jawa Timur
tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapt, Pulau
Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi-Selatan
serta Pulau Bali dengan adu avam jago. Bentuk-bentuk judi dan
pl’.‘i‘]udlan‘ters-l.:hut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran dari
kalangan istana vang mempunyai kedudukan dan status terhormat

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan
peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan
kartu sebagai alat bantu unmk perjudian. Alabatnya judi - atau
perjudian menjadi sejenis nitual dalam masyarakal Secara teknis
perjudian merupakan hal yang sangal mudah untuk dilakukan Dengan
infrastuktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan
perjudian kapan saja, mulai dari karw, dadu, nomor sampai pada
menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi
ataupun radio

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin

bervariasi, schagal contoh yang paling banyak diminat jems

togel {toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas

{dulu), tapi nomornya lebih sedikat, yaitu 4 nomor tebakan,

atau 2 nomor tebakan terakhir yang senng disebut BT

(buntur/ekor), atau bisa juga | nomor ebakan (goyang atau

colok) vang bisa keluar di unutan mana saja “'

Y onnrdin H Kistano, Kebiasoan Masyarakat Herfudi, Harian Suarm hic ek
Minggw, 4 Moyvember 2001 hal, 8

“ Makin Maroknye Perjudian i Masyarohat, Haan Wawasan. Mg 11
Sdovember 2000, hal 4
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Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan
membuka d rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka vang
ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu kr:’:
pintu  menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembelil
menghubung: pengecer lewal telepon '

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan |
cenderung berpikir negatif dan tidak rasional Bahkan tidak mungkin;.!
gkan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar Dari segi
perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mercka ini cenderung
mengisolast din dan mencan komunitas yang sejalan dengan mereka
Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penvakit sosial
vang usianya scbava dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada
mengis: kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka
jelaslah apa yang sebenarnya vang dimaksud pengertian judi oleh
masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan vang sifatnya
unlung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang
sebagai taruhannya

Berdasarkan wuraian terschbut diatas maka dapat penulis
simpulkan, bahwa permainan judi menurul masyarakat, mengandung
unsur yang mehput,

I Ada permaiman atau perbuatan manusia,

Bersifat untung-untungan atau tidak.

Dengan  menggunakan wvang atay  barang sebagai
taruhannya Jacdh vang dikatakan judi, harus memenuhi tiga
unsur tersebut di atas.

Selanjutnya bagaimana masvarakal menilai, atau memandang
terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nvata
memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi,
terdapal dua macam pandangan atau pemlaian, vang satu dengan vang
lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali
ditemukan

led el
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Ada sebagian masyarakat yang menenma dan senang
melakukan perbuatan judi, dan difain pihak terdapat juga vang tidak
senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap
judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat vang demikian im
menghendaki kehidupan vang baik dan yang bersih dan segala
perbuatan yvang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan
Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat
masyarakat tentang penudian di dalam kehidupan masyarakat sehan-
han, dapat dikategonkan sebaga bernkut

I Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau

_ menenma judi atau perjudian

2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau

menolak judi atau perjudian

CGolongan pertama yaitu yang senang menenma perjudian
Tipe masyarakat im berpandangan dan nasanya mereka menenma
adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang dihmbulkan baik
pada dirnnya maupun pada masyarakat Karena mereka hanya
memandang dan memperhatikan pada seg keuntungannya saja, dan
mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk
mencapai suaty wjuan yang dikehendaki Misalnya ingin kaya secara
cepal ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga
dan biaya vang nngan Golongan pertama im beranggapan bahwa
masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan
merupakan mata  pencaharian  sehari-hari, dapat menghasilkan
sehanyak-banyvaknya dengan melalui permainan jud

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara
berfikir terhadap judi hanva ditinjau dan sew ekonomi semata-mata,
yang dihubungkan dengan  masalah  pembangunan  sehingga
menganggap judi i benar dan tepat sekali dan harus ditenma, karena
dengan melaluy cara lain bdak mungkin, walaupun mungkin dalam
wakiu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat
jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian
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mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan seeala
cara.

Dengan berfikir dan segi ekonomis memang tepat sekali untuk
mempercepal masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat
ditumpuk yang relauf singkat, dengan perjudian uang mengalir
zampang sekall Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan vang

senang dan menenima kehadiran judi, vang dititik beratkan pada seg

keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat newatifnya

Golongan kedua vaitu yang tidak senang atau menolak
terhadap judi Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan
hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif’ termasuk
permainan judi, karena ingin yang baik Judi adalah mierupakan suatu
perbuatan vang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum
vang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, vang biasa
disebut norma, vaitu, kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada
prinsipnya  semua agama mutfak menolak  dan melarangnya.
sehagaimana telah dikemukakan pada bab terdshulu bahwa pada
hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan
dan moral Pancasila serta membahavakan bagi penghidupan dan
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

Menurat agama khususnva agama Islam telsh ditegaskan
bahwa tdak menghendaki perbuatan judi, karena it harus dihindari
Di samping itu akibat-akibat negatif vang ditimbultkan judi, sangat
dirasakan sekali menimpa kepada umat manusia, lebih parah lagi
akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana
tmbul pencurian, perampokan, penodongan dan lain sebagainya, yang
tapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan vang menyedibkan

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika
dibandingkan dengan hasil vang dicapai. tdak ada mantaatnya lagi,
atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat vang disebabkan oleh
pengaruh atau akibat-akibat negatif dan perjudian, biaya vang lehih
besarberat dari pada dana (hasil vang diperoleh). Mereka
beranggapan pula bahwa tidak ada orang kava dari Judi. Demikianlah

M
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pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan
dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping karena judi
merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi

C. Macam-Macam Perjudian

I*ada masa sekarang, banvak bentuk permainan yang sulit dan
menuntul  ketekunan  serta  keterampilan  dijadikan  alat  judi.
Umpamanva pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju,
gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda,
anjing balap, biri-bin dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan
tersebut  serqmula  bersifat  kreatif dalam  benmuk asumsi  yang
menvenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan
sesudah bekerja D1 kemudian har ditambahkan elemen pertaruhan
guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan
pertandingan Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan
keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok
tertentu

Dalam penjelasan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 19%1 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1),
disebutkan beberapa macam peudian yaitu

Bentuk dan jenis perjudian vang dimaksud pasal ini meliputi

1 Perjudian di Kasino, antara lain terdin dari
Raoulette,
Blackjack.
Bacarat,
Creps,
kenao;
Tomhbala,

= R =

4 = R B £

Super Ping-Pong,
Lodto Fair;
Satan,

| R A

Pavkyu,
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Slot Machine (Jackpot),

Ji Si Kie,

Big Six Wheel:

Chuc a Cluck;

Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan,
Yang berputar {Paseran);

Pachinka,

Poker;

Twenty One,

Hwa-Hwe,

. Kiu-Kiu

Penutlian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdir dari
perjudian dengan:
@ Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran
vang tidak bergerak,

Lempar gelang;

Lempat vang {coin),

Koin:

Pancingan,

Menebak sasaran yang tidak berputar,
Lempar bola;

Adu ayam,

i Adu kerbau,

I Adu kambing atau domba.
k. Pacu kuda;

I Kerapan sapi;

m Pacu anjing;
n.

0

e =g =

S
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Hailai,
Mayong™acak,
Erek-erek
Perjudian vang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain
perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan
4. Adu ayam;
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b. Adu sam;
Adu kerbau,
d  Pacu kuda;
¢ Karapan sapi;
f  Adudomba atau kambing;
2. Adu burung merpati,

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian
vang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan
sebagainya itu tidak termasuk perudian apabila kebiasaan-kebiasaan
vang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan
sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian
vang mungkin timbul dimasa vang akan datang sepanjang termasuk
katagori perjudian sebagmimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3)
KUHP

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan
mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan
kata perbuatan danpada tndakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh suvatu aturan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) vang berupa pidana tertentu, bag
barang siapa melanggar larangan tersebut” *'

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno
adalah:

Kelakukan dan akibat (=perbuatan).

Hal ikhwal atau keadaan yang menyeriai perbuatan
Keadaan tambahan vang memberatkan pidana
Unsur melawan hukum vang obyeknf

M-

i ed

" Mocljaing, Azas-Azas Hokam Pidena, Rincka Cipta, Jakarta, 2002 hal 63
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5 Unsur melawan hukum yang subyekeif

Lebih lanput dalam penjelasan mengenai perbuatan pida
terdapat syaral Formil dan syarat matenil. Syarat formil dan perbuatan
pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal |
KLUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus
betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan vang tidak
boleh atau tidak patut dilakukan karcma bertentangan dengan atau
menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat vang
dicita-cilakan oleh masyarakat

Pakar hukum pidana D). Simmons menyebut tindak pidana
dengan sebwtan Straf haar Feir sebagai, Fen sirafbaar  gestelde
onrecht mative, mel schdd ver bondstacmde vam een teort kemresval
baar person. Tindak pidana menurut Simmeons terbagi atas dua unsur
vakni!

Unsur obyektif terdiri dari:

| Perbuatan orang

2. Akibat yang kehilangan dan perbuatan tersebut
3} Keadaan tertentu yang menyeriai perbuatan tersebut
Unsur subvektif:

. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2 Adanya kesalahan vang mengiring perbuatan

Menurut Van Hamel, "Siraf baar feif adalah kelakuan orang
(mensehijke wedraging) yang dirumuskan dalam wer, vang bersifat
melawan hukum, vang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan
dengan sua kesalahan”

T

“ Sudaro, Hukum Pidara £, Y avasan Sodano, Semarang, 199 bal 41
Y Mosliatno, Azas-Azas Hukum... op.cin al 56
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Benkut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana
mengenal pengertian lindak pidana dan unsur-unsur tndak mdana:

E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruban syarat untuk adanva

pidana Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah

a. Perbuatan dalam arti vang luas dari manusia (aknf atao
membiarkan).

b Sifat melawan hukum (baik bersifat obyeknf maupun
subyektif)

¢ Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang

d  Diancam dengan pidana

H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda)

“lien strafhaar feit isi cen men selifke gedraging waarop

cewor e wel fgenomen in de mime zin ovan welfeijke

bepalimg) straf is gestled, een gedraging due, die in mel

algemeen (tenijer een uitsfuit ingsgrond bestaat) op straffe

verhoder 15"

Sedang unsur-unsurnya meliputi

a. Kelakuan manusia

b. hancam pidana dalam undang-undang.

J. Bauman

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan

delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu

kesalahan

W. P. J. Pompe

Tindak pidana adalah suatu perbuatan vang perilakunya

dapat dikenakan pidana.**

Dari pendapat beberapa pakar atau ahlh hukum pidana tersebunt
di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana

“ Bambang Pocmomo. Asas-axas Hukum Pidana. Dahlia Indonesia. Jakana, 1997,

Tl #9.
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.
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang man

larangan tersebut disertar sanksi vang berupa pidana terentu b
barang siapa melanguar larangan tersebut”

Peran hukum terasa sckah dalam mewarnai tata kehidup
bermasyarakat. Dengan wibawa dan dava gunanya it semaki
berperan serta dalam upava menstrukiunsasi kehidupan sos
sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah d
dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebib maju, lebi
menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadila
vang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasvarakar.

Sefan  danpada it hukum  berperan  signifikan  dala
mendorong proses pembangunan suatu masyarakat scbagai rekay
sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana pencua
hukum mavpun mereka vang harus mematuhi hukum, vang ma
kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar perak kerja
hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban,
keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan  tumbuh
berkembang di tengah masvarakay, sehingga hukum mempunva
peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun
hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan

didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan
keadilan

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perduedian vang sudah
semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang
paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi
- duanggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebib tepat
disebut kegahatan dan merupakan tindak kriminal vang menjadi
kewanban  semua  pihak untuk  ikut  serta menanggulang  dan
memberantas sampai ke ungkat vang paling tinggs

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upava
pemberantasan perjudian mengatakan hahwa
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“Praktek perjudian menyangkut banyak prhak, polisi tidak bisa
menangani  sendin.  Sebagar  contoh  praktek  permanan
ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh
instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagan
dari instansi vang diberi wewenang mempertimbangkan izin
tersebut, Dalam perspalan inmi, polisi selalu dituding hanya
mampu menangkap bandar kelas ten. Padahal masvarakal
sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas
untuk membantu penuntasan kasus perjudian’ s

Judi ataupun perudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor
7 tahun K974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak
pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dan
tindak pidana perjudian pada dasamya tidak disebutkan secara jelas
dan teninci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor
7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”™ v

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 974
disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk
tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman
hukumannya Ancaman hukuman yang berlaku sekarang temyata
sudah tidak sesvai lag dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan vang merumuskan ancaman terhadap
tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP
vang telah dirubah dengan Undang-Undang Mo 7 Tahun 1974
Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan
perjudian, dapat digolongkan memadi dua golongan /macam yaitu-

1 Perjudian yang bukan merupskan tindak pidana kejahatan
apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu
dan pejabat yang berwenang Sepert

* Upaya Pemberantasan Perjudion, Haran Kompas, Han Rabu 31 Okdober 2001,

_HRubnk Jawa Tengah dan DIY Nomor 6

" Wantik Saleh, Perlemghapan Kitab ndang-Undang Hukum Pidana, Ghala
Iindonesi, Jakanta, 1976, hal 69
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4. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jal
Kelenteny Bandung.

b Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktob
1978 oleh Pemenntah DK1)

¢ Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosis
berhadiah, pusatnya ada di Jakana Di Surabaya ada undi
Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Da
Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarts
semuanya berhadiah 80 juta rupiah **

Dari  jenis perjudian tersebut bukan merupak
kejahatan karena sudah mendapat 1jin dari Pemerintah Daer
athur Pemerintah  setempat  dengan  berlandaskan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Pasal 1 dan ﬂ
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undia
menyatakan sebagai berikut Undian yang diadakan ity ialah
oleh

a. Negara
bo Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan:
hukum, atau oleh suatu perkumpulan vang tf:mntas
pada para anggota untuk keperduan sosial, sedang
jumlah harga nominal dan undian tdak lebih dan

Rp.3.000. -

Undian ini harus dibentahukan kepada Instansi
Pemenntah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin
untuk  mengadakan undian hanya dapat dibenkan untuk
keperluan sosial vang bersifit umum.

- Peqqudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila

pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terdebih dahulu dari
pejabat vang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan
mi sifamya hanya untung-untungan saja, karena hanya
mengeantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain
udak hanya mempengaruhi permainan tersebut

" Kanini Kartono, Patatopi Sostal .. op.ciu | Bal 6]
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Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-
unsurnya sebagal benkut:

a Menggunakan kesempatan untuk main judi

b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut
sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan
pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya
maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling
hanvak tga ratus ruprah

Pada perjudian e ada unsur minat dan pengharapan
vang paling makin meminggl, juga unsur ketegangan,
discbabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah
Siteasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan
makin gembira, menumbuhkan efek-efek, rasa had, remjana,
tha hat, keharuan, nafsu vang kual dan rangsangan-rangsangan
vang besar untuk betah bermain Ketegangan akan makin
memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animisuk
pada nasib peruntungan Pada kepercavaan sedemikian
tampaknya anakhromstik (tidak pada tempatnya karena salah
waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak wrung masih
banvak melekat pula pada orang-orang moderm  zaman
sekarang, sehingga nafsu berjudian tdak terkendali, dan
jadilah  mercka penjudi-penjudi profesional  vang  tdak
mengenal akan rasa jera

E. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat

adalah wnduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakal atau
negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan
berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat vang bersanghkutan

akan mundur dan mungkin kacau sama sekali

Untuk mendapatkan gambaran dan hukum pidana, maka

terlebih dahulu dilihat pengertian dan pada hukum pidana. Menuru
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Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum pda
adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di
negara, yang dasar-dasar aturan untuk:
| Menentukan perbuatan-perbuatan mana vang tidak bol
dilakukannya, vang dilarang, vang disertai ancaman a
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang si
melanggar larangan tersebut.
Menentukan kapan dan dalam hal-hat apa kepada mereka v
telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijat
pidana sebagaimana vang telah diancamkan
¥ Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana i
dapar dilaksanakan apabila orang yang disangka el
melanggar larangan tersebut

el

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripa
keseluruhan hukum vang berlaku di suaty negara, karena di sampi
hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya huku
perdata, hukum tata negara, hukum istam, hukum tata pemerintah
dan sebagainva,

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitanny
dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu Adapun van
menjadi subjek dan hukum pidana it adalah manusia selaku anggo
masyarakat Manusia selaku subjek hukum vang pendukung hak da.n
kewajiban di dalam menjalankan akuivitas yang berhubungan dengan
masvarakat ndak jarang menyimpang dar norma yvang ada Adapun
peny impangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam
pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan
‘keselamatan  diri  sendin, masvarakat menjadi resah, aktivitas
hubungannya menjadi  terganggu, vang menyebabkan didalam
masyarakat tersehut sudah  tidak terdapat lagi  ketertiban dan
ketentraman

“ Mochaing, Azas-Azay Hukim o cif, hal. 1
a0



: Sebagaimana diketahui secara gans besar adanya ketertiban
iiu dipenuhi oleh adanva peraturan atau iata tertub, ketentuan-
ketenhuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau
| morma vang terfuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma
- bukum  Dengan adanva tatanan norma tersebut, maka posisi vang
- paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lan
I ndak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat
- Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menctapkan dan
5' mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk  mengatur
! masyarakal Peraturan-peraturan 1tu mempunyai sanksi hukum vang
- sifamya memaksa Artinya bila peraturan it sampai dilanggar maka
kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman vang
akan dikenakan terhadap =1 pelanguar akan sangat tergantung pada
macamnya peraturan vang dilanggar. Pada prinsipnya setnap peraturan
mengandung silal paksaan artinya orang-orang yang tidak mau nduk
dan dikenai sanksi terhadap pelangzaran tersebut

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum
pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya vang
lerdapat di dalam masyarakat Morma hukum sedikit atau banyak
berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapai
disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan
lainnya adalah untuk mencapai keteriban dan kesejahterman dalam
masyarakat dan oleh sebab it pembentukan peraturan atau hukum
kebiasaan ataw hukum nasional hendaklah  selalu  benar-benar
ditujukan untuk kepentingan umum

Menurut Ronny Hanintijo Soemitro bahwa:

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan

mekanisme kontrol sosial vang membersihkan masvarakat dari

sampah-sampah masvarakat tdak dikehendakr  sehingps

hukum  memiliki suatu fungsi  untuk  mempertahankan

eksistensi kelompok itu  Anggota-anggota kelompok vang

bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinen akan

berhasil mengatasi tuntutan vyang menuju ke arah
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penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut Letq:
utuh, atau  kemungkinan lan  hukum  gagal  dalam

melaksanakan h.lga':mfn schingga kelompok itu hancur, :..::ri
beral atau punah™ - |

|
Oleh  karenanya hukum iw dibuat oleh penguasa vang

berwenang untuk menuju kebarkan-kebaikan maka konsekuensiny
setiap pelanggaran hukum harus diben reaksi atau tindakan van
tepat, pantas agar wibawa tegaknyva hukum terjaga seperti halny
hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudia
di masyvarakat Hukum pidana vang berlaku sekarang ini mdahi
diusahakan umtuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang
Momor | Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan munculn}rﬁ{
undang-undang pidana di luar WV S i
Menurut Bambang Poernome, pengertian hukum pidans
ywtu: “Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan vang
abstrak, dan kedua. hukum merupakan suatu proses sosial untuk
mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat” "'
Melihat definisi hukum pidana dan pendapat ahli hukum
pidana 1tu maka hukum pidana itu diadakan unk kepentingan
masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan
peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama
manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermantaat bagi
masyarakal
Menurut Sudarte bahwa tiap-tiap Kitab I'l:dm:ﬂlmﬂﬂny
Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok
| Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang
diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat vang harus
dipenubi yang memungkinkan pengadilan menjmuh}umi
pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada

" Romny  Hamtijo Socmitm, Reberapo Mavalah  Daleme Studi Fokum s
Masyaraka, Remadia Kanva, OV Bandung, 1985, hal 132

" Bambang Pocmomo, Asas-Asas ..., ap.cit, hal 17

32



S - S—

penewak hukum perbuatan-perbuatan apa yvang dilarang dan
siapa yang dapat dipidana
Kedus, KI/HPidana menetapkan dan mengemukakan
reaksi apa yang akan ditenma oleh orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang. ™

[

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa
pidana akan tetapi juga apa yang discbut tindakan, yang bertujuan

- untuk  melindung:  masvarakat dan  perbuatan-perbuatan yang

merugikannya
Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunya kaitan
dengan pemidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang
maksud dan mwjuan pemidanaan adalah -
| Untuk mencegah dilakukan tindak pidana dem
penganyoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insall dan menjadi
angeota yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda dialobatkan oleh nndak
pidana
4 permidanaan tidak diperkenankan merendahkan marnabag
manusia ™

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapa tujuannya itu
tidaklah semata-mata dengan jalan menjatubkan pidana (stracafi) etap
disamping ilu juga menggunakan tindakan-tindakan (maatregel). Jadi
disamping pidana ada pula tindakan Tindakan i pun merupakan

“suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya,

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah

* Sudarto, Hukwm dam Hakam Pidona | op o, hal, 92

N thigd. tal. 50



melakukan tndak pidana fagi, biasanya disebur prev

special

Mempengaruhi  perikelakuan  anggota masyarakat paei

umumnya agar dak melakukan tindak pidana seperti v

dilakukan oleh si terhukum

3 Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik
Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat

I Mempengaruhi  perikelakuan si pembuat  agar u"q

Fed

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pid
atau sistem pidana ity merupakan bagian dari politk knminal, 1al
usaha vang. rasional dalam mencegah  kejahatan  yaitu  den
pencrangan-penerangan  serta pemberian contoh oleh  golong
masyarakal yang mempunyai kekuasaan

Bewtu pula terhadap perjudian yang merupakan salah sa
bentuk kejahatan vang memenuhi rumusan KUHP vaiu, yvang dia
melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undan
undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian auwmj
pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahann
sebagai berikut |

|. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberas
menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun ata
denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan
diganti sebutan menjadh Pasal 303 bis KUHP, se:dm:bkan
ancaman pidananya diperberat yaitu. ayat (1) menjads
pidana penjara sclama-lamanyva empal tshun atau dends
sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi
mdana penjara selama-lamanva enam tahun atay dends
sebanyak-banvaknya lima belas juta rupiah.

[

" Ihicd, Tal. 187
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Larangan-larangan perjudian dalam KTUHP sekarang imi adalah
i berikut: Permainan judi pertama-tama diancam  hukuman
Pasal 303 KLUIHP vang bunyinya-
I} Nancam dengan pidana penjara paling lama sepulih
fafwm aran idana denda paling banyak dwa pulsh lima
juta rupiah, barang siapa sy mendapal izin:

a.  dengan  sengapa menawarkan  alauw memberikan
kesempatan wriuk permaivnan fudi dan menjadikaniya
s faairan pencaharian, atan dengan sengaga ferul seri
cerfam swan ke gioian usaha ii;

b dempan sengaja memawarkan afan memherd
kesemparan kepada khalavak umwm ueink bermain judi
it dergan sengapa turat serta delam kegiotan nsaha
i, dengan tidak peduli apakah unink menggunakan
kesempatan dderva sexualu Svaral aioni dipermihin
sexuain fala cara;

. menjadiban turwi serig pada permansam judi sehagan
prencaharian.

2 kalan vang bersalah melakukon kejahatan tersebut dalam
memjalankan pencahariammva, maka dapat dicabut hakva
wuninuk menpalankan pencaharian .

f3) Yamg disebut dengan permainar judi adalalt tap-tiag
permainan, o mana  pada umumnva  kemrgkinan
merelapet wrifung bergantung poda keberuntungean belaka,
juga karena pemainnva lebih ferlatih atan lebih mahir, [
sifie  termaswk  sepala  pertaruhan fenlang  kepuitieat
perlimbacn  ataw permainan  lain-lainmva vang  hidak
ek arvtara mereka  yang  tuwrnl berlomba aio
hermain, demikicn jga segala pertarihan larnmea,
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Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa ASINg
disebut hazardspel. Bukan segala permainan masuk hazardspel v
ndak hanya pemainan yang luas. Dalam arti kata yang se
permainan Aazard adalah segala permainan jika kalah menan
orang dalam permaiman it tidak tergantung kepada kecakapan, te
melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja.

Dalam arti kata yang luas yang termasuk fzard juga se
permainan  yang pada umumnya kemungkinan untuk  men
tergantung pada nasib atau secara kebetulan Biarpun kemungki
uniuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan a
kepandaian pemain atau secara lain dapat dikatakan bahwa ¥
dinamaklhin permainan hazard itu ialah, suatu permainan jika kal
menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib d
umumnya pada pemain vang banvak. Jadi dengan demikian ¥
dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan da
arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam ar va
luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditamb
dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun a

denda paling banyak sepuluh juta rupiah-

Ke-1 © Barangsiapa menggunakan kesempatan un
main judi, diadakan, dengan melanggar ketentu
tersebut pasal 303

Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi yang
diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun
di tempat vang dapat dimasuki oleh khalayak
umum, kecuab jika uniuk mengadukan i ada
izin dar penguasa vang wenang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar Judi
dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang it
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empunyal mat baik 1,

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti
li jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana
na telah memenuhi rumusan seperti yvang dimaksud, untuk i
dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesum
dengan hukum acara pidana Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh
dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti
‘melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada
wang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan berancka
ragam vang dilakukan oleh para penjudi tersebut vang sebenarnyva

dilarang,

Fﬂ pthak pemenmtah, sehingga dapat dikatakan pemenntahlah vang

F. Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama

Megara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan
salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal im terlihat dalam
urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada
dalam unutan pertama Mendapal tempat dan kedudukan vang tingg
seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke IV
juga terdapatl dalam Pasal 29

|. Megara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2 Negara menjamin kemerdekaan wap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan benbadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu

Megara Kesatuan Rl yang berdasarkan Pancasila dan UL
1245 adalah bukan merupakan negara sekuler, vang berdasarkan atas
suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (sils pertama Pancasila jupa Pasal 29 ayat (1) UUD'45)
Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena  dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara Rl tidak memisahkan sama
sckali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan
adanva departemen (kementrian) agama & dalam  Ssusunan
pemenntahannva.



Agama merupakan sember kepribadian bangsa di dal
pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati, Hal i berujuan a
ndak menvimpang dan norma vang ada di dalam agama terseb
Kenyataan di dalam hidup ini orang tdak jarang menyimpang
norma agama. hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terha
seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbua
vang dilarang olch agama

[nlihat dari sanksinva bahwa norma agama merupak
perintah dan Tuhan maka terhadap pelanguaran tersebut ak
mendapat sanksi di akhirat kelak Jadi di dunia ini kurang da
dirasakan. untuk i terhadap orang vang kurang imannya tidak seg
segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapn bagi o
vang mempunyal iman hal 1w tdak akan terjadi karena kep-e-:..uya.n:i
bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada has
akhirat nanti

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi it
Ada yang menolak sama sekali, yaitu mengganggap sebagai perbuatas
dosa dan haram sifatnya, namun ada pula vang menerimanya, bahkas
menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional Orang lais
ada yang bersikap netral saja.

Bagi penganut agama Knsten. perjudian adalah barang
larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dan
pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam
usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan Agama Islam jugs
melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap schagai dosa
atau perbuatan haram Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak
mentaat penintah Tuban karena itu sifatnya jahat dan merusak

Pejudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah
bertentangan dengan agama Ditinjau dan segi apapun juga, maka judi
tersebut - merupakan penyakit masyarakat yang lebih  hanvak
mudharotnya dibandingkan dengan  kemanfaatannya, khususnya
agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya
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ab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan
sk masvarakat

Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yvang dimaksud dengan
padi ialah, “Suatu permamnan atan undian dengan memaka taruhan
¢t uang maupun lainnya masing-masing dan keduanya ada yang menang
ada yang kalah (untung dan dirugikan)” ™

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yvang terdapat di

‘dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi
Hea orang-orary vany beriman,  sesunggmbmve  (memimm)
khamar, berjudi {berkorban untuk berhala), mengundi nasih
dengan  panah-panah  adaloh perbuatan kepl termasuk

perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan i, agar
miendapet keberuntungan "

Di samping itu juga dalam kitab swei Al-Qurian surat Al-
Maidah ayat 90 vang berbunyi

Seswngenhmva setan hermaksud  hendak  menimbiclkan

permusuwhan dan kebencian diantara kam amiara menmimim

khamar dan berpudi i, dan  menghalangr  kama wntak

memringal Allakr dan Sholat, moako berbentifah kammye dors

mEnEer fakean peker faan i

Sudah jelas bahwa dan seg norma agama dalam hal imi agama
Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama
tatnnya pun juga demikian sebab dar adanya permainan judi tersebut
menyebabkan permusuban antara sesama umat manusia yaitu saling
dendam dan in hatt dan dan adanya perbuatan judi tersebut akan
‘membuat harta benda menjadi mubazir, idak halal Hara benda vang
dihasilkan dan perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila
harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakal untuk

* Svamsuddin Adz Dzahabi, 75 Desg Besar, Modia Idaman, Sumbayva, 1987, hal,
148

": Thecd
U thid, hud 14%
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usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam
jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah Jugza i
akan menerimanya Rasulullah juga melarang tentang perbuatan i
ni seperti, “Sesungguhnva orang vang mendapatkan harta Al
dengen cara tidak hak, maka lavakma bagi mereka di hari kamear

Dr samping i Rasulullah bersabda: “Barang siapa berm
Kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka k
Allah dan Rasulullah™ *

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jel
bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar seb
bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timb
Misalnyd, tmbul rasa benci antara vang kalah dan yang mena
pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganva akibat kal
bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan pu:rampni-:q
vang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Iﬁ]i.i
melarang perbuatan judi r

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk ridﬁ
melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan das
hanya orang-orang vang tidak beriman sajalah yvang mencoba uumﬁ
mendekat judi. Manusia makhluk utama, mulia dan tinugi, dif
mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan;
keutamaan dan kelebihan it ada pada potensi rohanivahnya, dimang
pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, ketiganve
menenrukan nilai budays dan pengetahuan manusia

Potensi jasmaniah sarana berpijaknya kepribadian, skill d
power menentukan profesi dan kecakapan. Oleh karena ity ked
potensi tersebut merupakan kesatuan Karena sebenarnya manusi
diciptakan Tuhan, adalah sebagai makhluk yang paling sempum
mikhluk yang pandai berfikir maupun mengendalikan hawa nafsu d
mengarahkan untuk kebaikan dan kescjahteraan bersama. Selanjutmy
sebagal makhluk sosial maka diberikanlah batas-batas dan petunju

" Ihid . hal 150,
" il
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agama yang pada dasarmya merupakan bentuk kasih savang
whan kepada hambanya, jangan sampai terbujuk karena rayuan scian
g akan membawa manusia menyimpang dar kebenaran dan jalan
lurus
Di dalam pribadi manusia terdapat dua potensi yaitu akal dan
safsy dimana kedua potensi tersebut selalu bertentangan dalam
(keinginan  seria pemenuhannya  Akal  selalu mengarah kepada
kebaikan sedangkan nafsu mengarah kepada keburukan akal
‘merupakan emosi  Akal yang mendapatkan pengarahan dan segi
agama akan selalu mengarah kepada kebaikan yang bersifat universal
sedangkan nafsu selalu menjurus kepada keburukan dan kejahatan
tulah scbabnya manusia terbuat dari hawa dan nafsu yang
dikendalikan oleh iblis akan menjerat manusia ke tempat vang hina.
demikian juga terhadap perjudian, Untuk itulah diadakan pendidikan
dan pengajaran untuk membiasakan menggunakan potensi baiknya.
Akal pikiran sebagai landasan hidup dengan cara menanamkan
pendidikan agama, menghayati kehidupan Beragama akan menjamin
kehidupan manusia bisa lebih baik dan meningkatkan martabat
manusia dengan memperbaiki akhlak dan ibadah sebagar insan yang
bertakwa lebih tingw Bagi orang yang melakukan perbuatan judi
hukumnya adalah haram artinya apabila perbuatan itu dilakukan maka
werhadap pelaku tersebut akan mendapat sanksi Banyak negara
melarang perjudian dengan membeni sanksi keras, disebabkan oleh
pengarub buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa
kriminalitas, kecanduan narkotk dan prostitusi atau pelacuran
Selain dari norma agama perjudian jika ditinjau dan norma-
" norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat diantaranya adalah
norma kesusilaan di samping norma-norma lainoya Akibat dar
pesatnya perkembangan teknologi dan lajunya perkembangan maka
lambat laun norma kesusilaan tersebut menjadi longgar dan dapat
mengarah kepada kesusilaan
Norma kesusilaan adalah norma vang bersumber pada rasa
kesusilaan Norma ini banyak ikut membanty dan memajukan usaha
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melindungi  dan  memperkembangkan  kepentingan-kepentin
manusia dalam masyarakal Adapun pengertian kesusilaan menu
Wiryono Projodikoro adalah, "Kesusilasn pada umumnva meny
adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara pelbagai ang
masyarakat, letapi khususnya yang sedikit banvak mengenai kelam
atau seks scorang manusia” ™

Dari pengertian kesusilaan tersebut di atas bisa dit
kesimpulan bahwasanya apabila perbuatan atau bentuk tingkah la
sudah menyimpang dari norma adat kebiasaan Perbuatan terseb
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma susil
Dalam hal ini apabila suatu perbuatan telah menyinggung dan melu
perasaan kesusilasn yang hidup di masyvarakat maka perbu
tersebut akan dilarang dan diancam pidana

Para pelaku tindak kejahatan perjudian bisa menjadi kalap lal
sampal hath merampas hak milik orang lain, merampas atau mencu
harta  kekayaan dan semua hana wansan jiks modalova  habi
dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya apabila dia menang berju
hatinya mekar, senang sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, su
akan wanita lacur dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong oran
untuk selalu berebut kemenangan dan menjadikan dirinyva serak
seria gila kemenangan, namun akibatnya mereka justru menderi
banyak kesalahan

Ekses berjudi i bisa merangsang orang untuk berbu
krimenil, mencun, merampok, merampas, kompsi, menggelapkan
negara dan melakukan macam-macam tindak asusila lainnya Pa
masa sckarang i, khususnya di kota-kota dagang serta industr,
norma-norma asusila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial jadi
lemah juga kevakinan akan norma-norma religius jadi menipis.
oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak ditirukan sama
sekali Hal 1u disebabkan oleh sebagian masvarakat sudah kecanduan
perjudian, taruhan dan lotre yang semuanyva bersifat unfung-untungan

U Winvene Prodjodikoro, Timdek-Tindak Pidama Tertentw di Indonesia, PT
Emsco. lakana-Bandung. 1980 hal. 67
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samping itu juga bahwa tak acuh terhadapnya Banyak orang
ganggap perjudian sebagm satu reaksi yang netral dan ndak
dung unsur dosa Hal im merupakan suatu anggapan yang

Ditinjau dan seg moral judi yang bersifat untung-untungan
ping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu
moralitas kehidupan keluarga, masyarakat Karena spekulasi yang
Berlebih-lebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan
kehudayaan mistik suatu hal vang mengarah kepada kemusrykan dan
pembangunan membutuhkan mentalitas vang progresif, sehingga
masyarakat yang tingkat pendidikannya relanf rendah sening menjadi
korban dan keganasan judi ini

Pendidikan bangsa bermaksud selain mencerdaskan kelidupan
masyarakal juga bertujuan meningkatkan budi pekerti dan akhlak yvang
lwhur oleh karena keadaan sosial yang dihasilkan oleh perjudian
tersebut saneat merusak kemungkinan tercapammya tujuan pendidikan
dan pembangunan (Meh karena itu kita harapkan melalui norma
kesusilaan imi dapat menanggulangi masalah perjudian sebagm
penunjang salah satu sarana disamping norma-norma vang lain. Jads
moima kesusilaan 1m harus dipegang teguh dalam masyarakat agar
tingkah laku tersebut tidak mengarah kepada perbuatan perjudian

G. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan
Penegakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Penegakan Hukum Di Tinjau Dan
Kebijakan Kriminal

Perkembangan masyarakal vang pesat di jaman modern ini
sebagai akibat dar berkembangnya Imu Pengetahvan dan Teknolog
{(IPTEK), perlu dikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai
sarana untuk menertibkan dan melindungi  masyarakat dalam
mencapal kesejahteraannya. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan
dimensi baru yang bercinkan modemn yang merupakan dampak negatif
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dari perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologi informast.
perlu pula ditanggulangi dengan berhagai upaya penanggulangan yang
lchih efektif CGuna mengatasi  kejahatan modemn  tersebut perlu
adannva kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum
disamping juga periu dilakukan pembenahan serla pembangunan
hukum pidana yang menyeluruh baik dan segi struktur, substansi
maupun budaya hukumnya
Di Indonesia saat imi tengah berlangsung usaha uniuk
memperbaiki Kitab Undang-Undang Hulkum Pidana (KUHP) sebagal
bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional vang menyeluruh.
Usaha pembaharuan 1iu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang
sckarang diberlakukan dianggap tidak scsusi lagi dengan tuntulan
perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan IPTEK,
tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan
penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesual dengan pandangan
hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat
Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak
terlepas dari politk hukum yang bertugas untuk meneliti perubshan-
perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat Politik
hukum® tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dan
“ius constitutum’  yang bertampu pada kerangka landasan hukum
yang terdahulu menuju pada penyusunan “ims constituendhm’” atau
hukum paida masa yang akan datang.
Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh
Barda Nawawi Arief, yaitu g
“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatmya mengandung
makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan
reformasi hukum — pidana yang sesuai dengan nilai-nilai

#1 1 jhat Sudanio, Hikum dare Hukum Pidana, Alyrnni Bandung, 1997, lal. 5% dan
Hubutm Pidana Daw Perkembangan Masyarakat, [Sinar Barg: Jakarta), 1983, hal
20

% mards Nawawi Aricl. Bunga Rampai Kebijakan_.. op cit bal. 30-31
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sentral  sosio-politik,  sosto-filosofik,  sosio-kultral
masvarakat Indonesia vang melandast kebijakan sosial,
kehijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di
Indonesia™

Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebul dapat dilithat
bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi
pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dar aspek sosio-
politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural  Sedangkan Sudarto
menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni
alasan polink, sosiologis dan praktis e

Jadi upava pembaharuan hukum pidana  Indonesia
mempunyai suatu makna vaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum
pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang
merupakan  warisan  kolonial vakm  Wethoek vam  Strafrecht
Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari Wethoek van
Strafrecht negeri Belanda tahun 1886 "' Meskipun dalam KUHP
sekarang i telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap
tidak berubah Sudarto™ mengatakan “Wethoek van Starafrechr
atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat Wv S
atay KUHP vang schari-han digunakan oleh para praktisi hukum
Indonesia telah berusia lebih dan 50 tahun. Selama itu ia mengalami
penambahan, pengurangan atau perubahan, mamun jiwanya tidak
berubah™

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai
sejak labirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dan landasan
sekaligus tujuan vang ingin dicapal oleh bangsa Indonesia seperti
telah dirumuskan dalam pembukaan ULTD 1945 yata, “melindungs

< Qudario, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakad, Stoar Barna Bandung,
1983 hal 66-68

“ Mulisdi, Levmbaga Pidana .. op.cir bal. 10

“ Sudaro, 1974, Suatu Dilema Dalum Perbaharuan Sistern Pidana  Indonesia,
Pusit Study Hukum dan mmsyarakat, FH UNDIP Scmamng. hal. 2
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segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahte
umum berdasarkan Pancasila™ *

Tujuan  pembangunan nasional vang terdapat  dal
pembukaan  UUD 1945 i semata-mata  demi  terciptany
kesejahteraun bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuany
itw maka dilakukan pembangunan  Adapun pembangunan ya
dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada
semua sisi kehidupan berbangsa dan bemegara termasuk didalamnya
pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan
di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-
tengah ‘masyarakat * Dalam upaya menanggulangi kejahatan-
kejahatan  tersebut  dilakukan suatu  kebijakan kriminal/polink
kriminal (Criminal Policy), yang meliputi kebijakan secara terpadu
antara upaya penal dan non penal vang dapat diintegrasikan saty
dengan yang lainnva

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggns
“policy” atau dalam Bahasa Belanda: “Pofitiek” Yang secara umum
dapat diartikan sebagai prinsip-pninsip umum yang berfungsi untuk
mengarahkan pemenintah (dalam arti luas termasuk pula aparat
penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan
urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-
bidang  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dan
pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang
mengarah pada upava mewujudkan kesejahterasn atau kemakmuran
masyarakat (warga negara) **

“ Barda Nawawi Anel. Heberapa Aspek Pemgembangan fww Hukum Pidana
(Menyomgsong Generasd Harw Hukum Pidama Indowesia), Pidato Pemgukulian
Gium Besar FH UNDIP, Scoarang. 1994 hal, |

[y

- sudarto, Huekem Pidana, Alommi: Bandung, Cet. ke-2, 1981 hal, 102

™ Lihat: Henry Campbell Black. etal ed | Bilack's Law Dictiomary, Fifth Edition,
o, Paulminn West Publicing C 0., 1979, hal, 10471
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Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana” menterjemahkan
“policy’’ juga dengan kebijakan, yaitn suatn keputusan yang
menggariskan cara yang paling efeknf dan paling efisien untuk
mencapai tujuan yany ditetapkan secara kolektif Sementara i
Barda Nawawi Arif " mengatakan bahwa istlah “kebijakan”
berasal dan kata “pelitic”, “polincs™ dan “poficy” (Inggris) atau
“polifiek” (Belanda), Politk berarti “acting of judging wisely,
prudent”, jadi ada unsur Cwase” dan “prudent” vang  berarti
bijaksana “Poiitics” berart “the science of the art of government”
Poligy berari a) Plan of action, suatu perencanaan untuk melakukan
suatu tindakan dan negara, b) art of governmenr, dan c) wise
comiic
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik”
diartikan sebagai berikut ™"
1} pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan
(seperti sistem pemenntahan, dasar-dasar pemerintahan);

2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan
sebagainya) mengenai pemerintahan  newara  atau
terhadap negara lain,

i) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu

masalah), kebijakan

Sehingga diperoleh gambaran bahwa di  dalam istilah
“Policy” akan ditemukan makna “Kebijaksanaan™ Makna kebijakan
mempunyar kaitan yang erat dengan kebijaksanaan, dan di dalam
kebijakan terkandung kebijaksanaan.

Mengeni arti politik kriminal, para pakar hukum pidana
mempunyai berbagai ragam pendapat Marc Ancel merumuskan
politik kriminal sebagai the rational organization af the control of

' Bards Nawawi Anefl. Kebijakan Legistatif Dalam Pengangyulangan Kejahatan
dermgan Pidunu Penjara. Badan Penerbit UNDIP Sermarang. 1994 Jal 59

" Bards Mawawi Ancf, Kebijakan Kriminal {Criminal Policy). Bahan Penatamn
Knmnalogi. FH Universitas Katolik Parahyangan . Bandung tanggal 9-17. al. 780
" Kamus Besar Bahasa Indonesia, cdisi ketiga, 2012, Pusal Bahisy Depancemen
Pendidikan Masional_ lal 780
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crime by sociely (usaha yang rasional dan masvarakat dal
menanggulangi  kejahatan), sedangkan G.P. Hoefnagels vy
bertolak dari pendapat Mare Ancel tersebut memberikan pengerti
politik kriminal sebagai the rational orgamization of the soci
teaction fo crime, disamping itw G.P Hoefnagels sendin ju
mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti criminal policy i
the scienve of responses, criminal policy is the science o Cri
prevention, crimimal policy 15 a policy of designating
hehaviour as crime dan criminal policy is rational ol of &
responses to crime

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adal
merupakan ilmu kebijakan sebagai bagian dari kebijakan vang lebi
luas vaitu kebijakan penegakan hukum (criminal policy as a scies
of policy s part of a larger policy - the law enforcement pelicy)
sedangkan kebijakan penegakan hukum juga bagian dan kebijak
sosial.

Sedangkan menurut Sudarto, definisi politik kriminal
singkat sebagai usaha yang rasional dari masyarakal dalam
menanggulangi kejahatan ™ Pengertian tersebut diambil dan definisi
vang dikemukakan oleh Mare Ancel Selain itu beliau Juga
memberikan beberapa pengertian yaitu dalam arti sempit, dalam arti
vang lebih luas dan dalam arti vang paling luas. Dalam arti sempit,
politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metoda vang menjadi
dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum vang berupa prdana.
Dalam arti yang lebih luas, 1a merupakan keseluruhan fungsi dan
aparatur penegak hukum, temasuk di dalamnya cara kerja dan
pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas politik
kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalu

~ Barda Nawawi Anef Bumga Rampai | opocir, hal 2
* Sudarto, Huksm dan Hukum Pidana __op cit hal 70
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perundang-undangan dan badan-badan resmi. vang bertujuan untuk
menegakkan norma-norma sentral dalam masvarakat

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan
sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal
berarti mengadakan pemilihan dan sekian banyak alternatif. mana
vang paling efektf dalam usaha penanggulangan kejahatan ™

Politik kriminal menurut Barda Nawawi Aril merupakan
bagian integral dan upava perlindungan masvarakat (socal cle feree )
dan upava untuk mencapai  kesejahteraan masyarakat {sexcic/
welfare) Oleh karenannya, tujuan akhir atau tujuan utama dari
politik kniminal adalah “perfmdbmgan masyarcakar wnnk MEnCap
kesejahteraan masyarakar” ™

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdini dari
kebijakan  dalam rangka mensejahterakan masyarakat (secia
welfare policy)  dan kebijakan perlindungan masyarakat {social
defence policy) Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan
dalam kebijakan kriminal vang dalam upayanya untuk mencapa
wjuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingua
kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang ndak
terpisahkan dan upaya perlindungan masyarakat dan upaya uniuk
mencapa  kesejahteraan masyarakat atau  dengan  kata lain
merupakan kebijakan integral

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara
sistematis  dan  integral, adanva keseimbangan antara upaya
perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya kesejahteraan
masyarakat (socul welfare) Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa politik kriminal pada hakekainya Juga merupakan bagian

" Sudunio, Kapita Selekta Hukswm Pidana, Al Bandung, 1986, hal 113-] 14
* ibief

" Barda Nawawi Anf. Bumgs Rempai Kebijakan _.Op i, bal 2, liban juga
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995, Badan Pencrbit UNDIP
Semarung, hal. &
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intergral dari poliik sosial yaitu kebijakan atau upaya untu
mencapar kesejahteraan sosial.

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahat
dintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencan
pembangunan  terlihat  juga dalam pemyataan  Sudanto  yan
menyvatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan scha
sarana uniuk menanggulangl kejahatan, maka penggunannya (i
terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “planm
Jor sewcial defence . Social Defence Planning ini pun harus merupak
bagian vang integral dari rencana pembangunan nasional

Beberapa kali konggres PBB mengenai Prevennon of Cri
aried the frement of (ffender juga mengisyaratkan hal vang
tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan deng
keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional
sehingua kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artiny
apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendini justr
menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen ™

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Radzi
sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief vang menvatakan
bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermaca
macam kegatan preventif dan pengaturannya sedemikian rupa
sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal vang luas dan
akhimya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem
Kegiatan negara yang teratur 4

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana
untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menvatakan bhahwa
penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunva tumpuan
harapan untuk dapat menyelesmkan atau menanggulang kejahatan

Suckanto, Fuksm daw Huksm Fidana _op cri hal, 96

" Barda Nawawi Anel. Bumpga Rowmipai Kebifokar O (s bl 5-0

" Burda Nawawi Arief. Kebijakan Legistatif . op cirhal. 34-35. Lihar juga Muladi
ditn  Bardn  MNawawi  Anef, 1992, TeoriTeori daw  Kebijukorn Pidana,
A hwmne: Bandune), hal, 159
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secara tuntas. Hal imi wajar karena pada hakikatnya kejahatan i
merupakan “masalah kemanusioars” dan “masalah sosial” yang tidak
dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu
masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan
vang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan
struktur kemasyarakatan lainnya vang sangat kompleks ™

Sejalan dengan pemikiran diatas, Barda Nawawi Aref
menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan
yang dipunvai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan
sy “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya
meupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan
ksusatif, dan pemidanaannya (“pengobatannya™) hanya  bersifat
mdividual/personal. penggunaan atau intervensi "penal” seyogyanva
dilakukan dengan lebih hat-hati, cermat, hemat, selektif dan
limitatif *

Dengan kata lain penggunaan saran penal atau hukum pidana
dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi
strategis dan banyak menimbulkan persoalan Persoalannya tidak
terletak pada masalah “eksistenssne” tetapi terletak pada masalah
kebijakan penggunaannya ™

Dilihat dani politik kriminal, usaha-usaha vang rasional uniuk
mengendalikan  atay  menanggulangi kejahatan, maka upaya
penanggulangannya sudah barang lentu tidak hanya menggunakan
sarana penal tetapr dapat juga dengan mengunakan sarana “non-
penal”, terfebih mengingat karena keterbatasan dari sarana penal itu
sendini. Upaya penggulangan kejahatan dengan melalui sarana non
penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan Sehingua vang
menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor
penyebab terjadinya kejahatan Fakto-faktor tersebut adalah vang

" Mubati, Kagnita Selekta Sictem. . op it bl T

" Barda Nawawi Anel. Beberapa Aspek Kebijukan Pemegrakan... op.cit lal. 4749
" Muladi dan Barda Nawawi Anicl, Tewri-Teori  op.cit, hal 169
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ditujuan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung mau
tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidan
Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat lu
sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyaniu
dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawa
sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masya
melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya Tujuan utama d
usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sost
lertentu. namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventi
terhadap kejahatan Dengan demikian dilihat dan  sudut polin
kriminal. keseluruhan kegiatan prevenuf yang nom penal 1
sebenamya mempunya kedudukan yang sangat strategis, memegan
posisi kunci yang sangat ditntensifkan dan diefektifkan
Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik krimin
dengan menggunakan sarana penal (hukum) 1alah masalah penentuan
1 perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidan
dan
2 sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikena
kepada si pelanggar ™ ,

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral
hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana
dan pidana Kebijakan hukum pidana iermasuk kebijakan dalam
menanggulangi  dua masalah sentral tersebut, yang harus puld
dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakar
(policy ortented approach)” Sehingga kebijakan hukum pidana {pena
policy) dapat didefinisikan sebaga “ysaha mewujudkan peraturat
perundang-undangan pidana yang sesoai dengan keadaan dan situas
pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datan g

K1 s
1hael Iall 139
" Burda Nawawi Aricl, Bumge Rampai Kebijakan . op ot hal. 29
* nuladi dan Bards Nawawi Ariel, Teori-Teori | op.cit, hal. 160-161
0 Barda Wawawi Ancl. Bumpe Rampai Kebijakan, opcil. hal. 21

) |
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Dan definisi tersebut sekilas terlihat bahwa “kebijakan hukum
pidana” identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum
pidana” namun sebenamya antara keduannva berbeda dimana hukum
pidana sebagai suatu sistem hukum vang terdini dari budaya (culture ),
struktur dan substansi hukum, Sehingga pembaharuan hukum pidana
Sdak sekedar memperbahaui perundang-undangan hukum pidana saja
samun juga memperbaharui sektor-sekior lain seperti ilmu hukum
pdana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan
pemikiran akademik

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap
l:nnkreﬂH.E.';i-'ﬂpl:rasiunnli?;Hsi.-’f'ungsinnalisasi hukum  pidana vang
terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulati fMegislatf),
fahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan
fhap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekuti)

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekamya
juga merupakan bagian dan kebijakan/politik hukum pidana (pered
policy), yang harus ditempuh dengan pendekatan vang berorientasi
pada kebijakan (policv-oriented approach) dan pendekatan yang
berorientasi pada nilai (value-oriemed approachi™ atau dengan kata
mn  upava penanggulangan kejahatan perfu  ditempuh  dengan
pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara
politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upava
penganggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam
setiap kebijakan (poficy) terkandung pula pertimbangan nilai

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat
bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan knminal
terutama masalah periama vang disebut juga masalah kriminalisasi
harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut ™

" Ihid hal, 28

" hid. hal. 30



b

Nawawi Arief” mengatakan bahwa menurut Bassiouni keputusar
untuk melakukan knminalisasi dan dekniminalisasi harus didasarkan
pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan)
bermacam-macam faktor, termasuk

2

. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tuju

pembangaunan nasional yang mewujudkan masyarakat ad
dan makmur yang merata, matenil, spintwl berdasark
Pancasila, sehubungan dengan hal ini maka (penggunaa
hukum pidana bertujuan untuk menanggulang kejahatan d
mengadakan pengugeran terhadap nndakan penanggulan
itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyaraka
Perbuatan vang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulang
dengan hukum pidana harmis merupakan “perbuatan vya
tidak dikehendaki”, yatu perbuatan yvang mendatangha
kcn.fgjm'l. imatenil dan atau spirituil ) atas warga masyarakat.
Penggunaan hukum pidana hamus pula memperhitungka
prinsip-prinsip biava dan hasil (cost and benefit principle),
Penggunaan hukum midana harus pula memperhatikas
kapasitas atau kemampuan dayva kerja dan bagian-bagia
penegak hukum, yvaitu jangan sampal ada kelampauan beba
tugas { overbelasting)

S¢yalan dengan yang dikemukakan Sudarto diatas, Bard:

keseimbangan  sarana-sarana  vang  digunakan  dalam
hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapa:;

Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam
hubungannva dengan twjuan-tujuan yang dican;

3. Penilaian atay penafsiran tujuan-tujuan yang dican 1 dalam
kaitannya dengan  pnontas-priontas  laienya  dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,

i, Tl 32,
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4. Pengaruh sosial dani kriminalisasi dan dekriminalisasi yang
berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh
vang sekunder
Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan

adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau
dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan
yang ngin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam
kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu
yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut
menurut Bassiouni adalah "

1. pemeliharaan tertib masyarakat.

2. perhmdungan warga masyarakat dan kejahatan, kerugian atau
bahaya-bahaya vang tidak dapat dibenarkan, vang dilakukan
oleh orang lain;

3. memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelangar
hukum,

4 memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat
kemanusiaan dan keadilan individu

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari
masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, “ihe
comseption of problem ‘crime and punishment' 15 an essential pari of
the cultnre af any society, begitu pula menurut W. Clifford, the VEFY
Soundation of any criminal justice system consists of the philosaphy of
given country, Terlebih bagi Indonesia vang berdasarkan Pancasila
dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya berujuan membentuk

“manusia Indonesia seutuhnya™ "’

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teord ., o, hal. 166

" ibict, hal. 167



Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dals
menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pida
menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikamya, kebijakan kriminalisas
merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunaka
sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian das
kebijakan hukum pidana **

2. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perjudian
Penegakan hukum pada hakikatnva merupakan bagian dar
politik knminal vang pada hakikamnya menjadi bagian inegral dar
kebijakan  social  (social  policy),  kemudian kebijakan e
ditmplementasikan ke dalam system peradilan pidana (crominal
fustice  system), menurut Muladi system  peradilan  pidan
mempunyai dimensi fungsional ganda. Di sat pihak berfungs
sebagai sarana masyarakat uniuk menaghan dan mengendalikan
kejahatan pada tingkatan tertentu (crime comtainment system), dilai
pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencemahan
sekunder  (secomdary prevention) yaiu mencoba mengurang
kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tinds
pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui
proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana
Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalm
melibatkan sub-systemnva yang bekerja secara koheren, koordinaiif
dan integratf, agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yani
maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya sang
tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut**
a infrastruktur pendukung sarana dan prasarana

" Bands Nawirwi Aril, Bumga Rampai Kebijakan | op oot hal 2-3
" Muladi, Kapite Sistem Peradilan . op.cit hal 21-12

“ibid lal 25
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h. profesionalisme aparat penegak hukum dan;

. budva hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto
mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan ani penegakan
hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
vang tenabarkan di dalam kaidah-kaidah vyang mantap dan
mengejawantah sikap undak scbagai rangkaian penjabaran nilas
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempentahankan
kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum
pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi vang menyatakan
pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum
Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menunat
Wayn Lafawel ™

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soecrjono
Sockanto ada beberapa fakior yang mempengaruhi  penegakan
hukum yaitu: ™

a. faktor hukumnva sendin

b faktor penegak hukum

¢ faktor sarana atau fasilitas vang mendukung penegakan

hukum

d. faktor masvarakat

e. faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan fakior-faktor vang terkait
satu sama lain Merupakan esensi dari penegakan hukum dan
bekerjanya hukum dalam masyarakat Kaitannva dengan penegakan
hukum  terhadap tndak pidana perjudian, efesienst maupun
efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana
vang dischutkan meliputi
a. Faktor Perundang-Undangan

" Socrjone Sockanto. baktor-Fakior Vimg, |, opcir. hal, 4-3
* ibid hal 5
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Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudi
tidak hanva dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ten
Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP Namun m
terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian vang bel
mendapatkan  pengawran,  khususnya  yang — menyan
penvalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahw
tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikals
hal im terlebih dabuly belum dinyvatakan dalam suatu atu
perundang-undangan (asas legalitas) Maka pengaturan atas tin
pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perun
undangan dimaksud sifatnya cukup penting

Menurut Muladi bahws secara operasional perundan
undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap siste
peradilan pidana Sehab hal tersebut memberikan defemsi tenta
perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagal tindak pidan
Mengendalikan  usaha-usaha  pemerintah  untuk  memberant
kejahatan dan memidana si pelaku, membenkan batasan tenta
pidana yang dapat diterapkan umuk setiap kejahatan Den
perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan fegislar
emvironmens vang mengatur segala prosedur dan tata cara ya
harus dipatuhi di dalam pelbagar peringkat sistem peradil
pjdanﬁ.g?

b, Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana  untuk menanggulan
tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnany
formulasi postulat hukum vang dirumuskan dalam hukum positif
Melainkan telah lebih dan itu keberhasilannva sangat tergantun
kepada aparat vang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dan
tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi Hal ini dikarenaka
karateristik vang khas dan nundak pidana perjudian sebagai suaty
tindak pidana vang bersifat konvesional. Konsekuensi logisnya,

" Mulad, Kapita Selelta Sistem._ op cit hal. 23
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aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi
di dalam menangani tindak pidana  perjudian profesionalisme dan
keberanian moral aparat penegak hukum dituntt sekaligus diugi
untuk melakukan penemuan hukum (rechivinding), sehingga tidak
ada alasan klasik vang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit
bahwa aturan perundang-undangan ndak [engkap atau belum ada
perundang-undangan yang mengaturmya

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di
dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemenksaan
pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan
wawasan vang luas atas delik materiel maupun penistiwa hukumnya
serta kedisiplinan dan dedikasi vang tinggi dalam melaksanakan
pemidanaannya.
c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebags  wlang  punggung
penegakan hukum terhadap tindak pidana  perjudian  Sebab
cksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan
suatu kebenaran matenel. Oleh karena jalinan kerjasama vang
harmoms antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar
dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika
serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan fakior
pendukung guna mengadili dan memidana alaupun mempersempit
ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian
d. Faktor Budaya Hukum Masyarakai

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yvang lfain, faktor
budaya hukum  masyarakat i juga memihki  pengarubh  dan
memainkan peranan vang penting dalam proses penegakan hukum
terhadap tindak pidana penudian Pluralisme budaya hukum di
tengah masyarakat merupakan fenomena  yang umk  dan
mengandung  resiko  yang  potensial,  sehingga  senngkali
menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam
kondisi dilematis, vang pada glirannva dapat menimbulkan
ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.



Kepatuhan  semua masyarakat  terhadap  huk
ketidakdisiplinan sosial, ddak diindahkannya etika sosial. mudah
anggota  masyarakat tergiur oleh suaty  bentuk perjudian v
menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagain
Adalah sederetan contoh dari bentuk-benuk budaya hukum v
rawan sera potensial untuk tenjadinya tndak pidana perjudian

Pendapat lain mengenai Syarat-syaral agar hukum |
efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan
Mumner, antara lain, ™

1. undang-undang harus dirancang baik

2" undang-undang sevogianva bersifat melarang  bu
mengatur

3 sanksi yang dicantumkan harys sepadan dengan sifi
sifal undang-undang yang dilanggar

4 berat sanksi vang diancamkan kepada sipelangyar rid
boleh keterlaluan.

5 kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki - at

menyidik perbuatan vang dilanggar undang-undang h

ada

hukum vang mengandung larangan-larangan moral

lebih efektif dari pada hukum vang tidak selaras deng

kaidah moral, atau yang netral

7 mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana huky
harus menunaikan tugasnya dengan haik

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peratura
- perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan tering
mengatur dan memben sanksi agar tidak menimbulkan keragu
dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepasti

" Soctandyo Wismvosochrong, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefekifun
Hukum Dalam  Melaksamakan Fungsinye Sebagai Sarana Kontrel Sovial
tenemahan dari CG Howard dan RS Mumncr, Law, is nature and limits, New lersey
Hall, 1975 hol 4647
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hukum bagi pihak-pihak vang berperkara Menurut Soedarto bahwa
secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem
aksi " Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan
negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian,
kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah
dan aparal pelaksana pidana, vang kesemuanya it mempunyal
peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan
dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka
aktivitas  atau  kegiatan vyang dapat dilakukan sebapai upava
menghadapi masalah-masalah vang ombul dalam rangka penegzakan
hukum dan antisipasinva dapat meliputi pembuatan undang-undang
atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada Tersedianya aparat
penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara
perorangan maupun kelompok,

Berdasarkan wrasan yang telah dipaparkan di atas dapat
dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap
tindak pidana perjudian tidak hanva terletak pada efesiensi dan
efeknivitas Kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan
pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun
kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masvarakat tentang
tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secars luas

" Socdano, Kapita Selekta . open. hal 112
il



BAB 111
PENANGGULANGAN PERJUDIAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
RANGKA MENANGGULANGI PERJUDIAN

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya
menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masva
vang yang kian cepat Berbagai kasus menggambarkan sulitn
penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan den
norma masyarakat ' Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik |
menguntungkan atay merugikan, tidak dapat dilepaskan den
manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasvarakat. Judi adal
salah satu hasil karva dan rekayvasa manusia dalam memen
kebutuhan hidupnyva baik secara rohami maupun secara jasmarniah
tengah masvarakal vang penuh dengan persaingan dan knsis
tekanan '"’

Penlaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indones
Namun karena hukum vang berlaku di Indonesia ndak mengijin
adanva perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembun
sembunyl. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai
berbaga lapisan masyvarakat Bentuk-bentuk perjudian pun berane
ragam, dan vang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ay
permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggun
teknologi canggih sepert judi melaluw tefepon genggam atau ind
Bahkan kegiatan-kegatan olahraga sepert Piala Duma 2
(Worldecup 2006) yang baru saja berlangsung nidak ketinggal
dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian Perjudian onli
di internet pun sudah sangat banyak dikumung para penjudi

" Eva Achnm folfn. Kettho Samon Meninggoikon Hakam,  hitpooows
pemantmepermdelan oo

Y Hironmymus  Jati, Kewm  Miskin  Menpaix  Peodupaston Lot Judl
g Treclisis orpfogi-binTistlist id=untirtmet
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meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia
sering  hrowsing ke silus-situs  tersebut,  webstakes.com  dan
sceshigh.com merupakan dua nama sitws judi online vang telah
Sikunjungi oleh jutsan pengunjung, sebagai mana dilansir oleh
majalah info komputer (dalam glorianet org) '™

Maraknva judi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya
sersebut di atas, disikapi oleh sebagian daerall dengan Meny usun
Mancangan peraturan daerah (Raperda) Antijudi Sebagian yang lain
melakukan unjuk rasa memprotes penegak hukum dan Pemerintah
Daeral (Pemda) vang terkesan membiarkan Namun tindak prdana
perjudian  semakin  marak yang merupakan akibat kegagalan
pemerintah - memenubi  jiwa  hukum  dan  jiwa undang-undang
penertiban juds yang sudah lebih dan 30 tahun lahir Peraturan
perundang-undangan ini lahir pada masa Orde Baru vang merupakan
alternatif untuk mengatasi masalah tindak pidana perjudian maka
fshirlah Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian. Undang-undang  ini jelas menvatakan bahwa ancaman
Sukuman dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KLHP)
sntuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga periu diperberat, Bahkan,
pasal  pelanggaran  judi  dijadikan  kejahatan  dan hukumannya
@naikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1),
- #eria dan tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayvat 2) Meski
- #mcaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah {dari pelanggaran
menjadi  kejahatan),  tapi  masalah  masvarakat  ini tidak
tertanggulang '™

Dalam Rangka Menanggulang Tindak Pidana Perjudian perlu
dnmbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem
Bukum pidana secara menveluruh dalam suaty bentuk kebijakan
legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi Sebagaimana

 Johanes Papu, Perilaky ferjudi hiip: freclist com je-pikodogi/ankbio! Takana, 78
Jum 2002
" Topo Sanivso, Judi dan Problem Hukum, Republika Sclasa, 19 Juli 2005
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dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan merumuskan
menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat j
disebut sebagal tahap kebijakan formulasi  Kebijakan formul
mempunyal posisi vang sangat strategis bila  dipandang
keseluruhan  kebijakan mengoperasionalisasikan  hukum  pid
Pandangan il sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Ariel vy
menyatakan bahwa
Tahap kebijakan legislanf merupakan tahap yang pali
strategis dilihat dan proses mengoperasionalkan sanksi pid
Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pida
" dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legisl
bagi tahap-tahap berikutnya, vaitu tahap penerapan pidana ol
badan pengadilan dan tﬂJmp pelaksanaan pud.ma dan ol
aparat pelaksana pidana. '™

Pentingnva  landasan  legislauf bagi  suatu  kehijak
pemidanaan G P Hoefnagels mengemukakan sebagai berikut "™
Saya  seju  pandangan tentang efektivitas  merupak
prasvaral untuk keabsahan dan merupakan unsur pats
diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektivitas i
sendin bukan jaminan untuk adanva keadilan pidana diba
tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan tetapi teru
dibatasi oleh legalitas.

Pendapat lain  dikemukakan oleh H.L. Packer, bah
kebijakan formulasi dalam bidang hukum penintensier sangat pentin
bagi suatu kebijakan pemidanaan (semrencing policy), vang merupak
salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana '

HL Packer mengemukakan tiga masalah vang termasuk
tnmther curren comtroversial ssues s the criminal faw ", veitu; a),

M Barda Nawawi Ancf, Kebijakan Legistatif | opcit hal 3
™ bl bal 3

"" H.L Packer, The Limits of Criminal Samction, Stanford University Press,
Cabilorman, 198, hal 13
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The ixswe of srict fiabiline: b) sentencing polieyv: ©) the insanity
fence,

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa
kebijakan legistatif atau formulasi menempati posisi terpenting dar
keseluruhan  upava mengoperasionalisasikan  sanksi  pidana. D
samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi
fandasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi vang
penting dan kebijakan formulasi im vaite sejauh mana posisi vang
srategis dari kebijakan tersebut dapat mempengarubi proses dan
mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan
khusiisnya tindak pidana perjudian.

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulang:
undak pidana perjudian tercantum dalam Pasal | ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 Temang Penertiban Perjudian mengatur
tentanyg sanksi pidana, yang berbunvi:

“Merubah ancaman hikuman dalam Pasal 303 ayar (1) Kitab

Unceng-Undang - Hukum  Pidana,  dari hukuman  penjara

selamer-lamanyva  dua ol delapan bulan atan  denda

sebanyvak-hanvakeva  sembilan puluh ribu rupial menjody
fuskiemcnt perjoara selama-lamanva sepuluh falun atan denda
| sehanvak-hanvakmva duc praluh fime puia rapich ™

Dan bunyi pasal tersebut di atas, masalah tindak pidana
perjudian mendapatkan perhatian vang cukup serius dari pemerintah
Dalam anian polittk hukum masalabh tindak perjudian menjadi
priontas untuk diberantas dengan mengpunakan hukum pidana
sehagai sarana atau media untuk prevensinya.

Salah satu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tabun
1974 Temtang Penertiban Perjudian tersebut merupakan  bentuk
perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-
undang, Sebagai kebijakan formulast untuk kepentingan praktis baw
aparat penegak hukum dalam menangam permasalahan vang berkaitan
dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dan pembentuk undang-
undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan
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masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasani pemikira
perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan mo
pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupa
masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagar upay
penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pad
Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebag
peraturan  atau ketentuan yang menyempurmnakan KUHP. Mak
terlehih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi
1. Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1974
Seperti vang telah dikemukakan di stas lzhimya Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Penud|

menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam H.LII-[F
Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana ole
pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis. yang
kedua pasal tersebut adalah kejahatan.
Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasa

30% KLUHP vang selengkapnya adalah sebaga berikut:
(1) Diancam dengan pudana pempara paling lama  sepul

thun ate pidana denda paling banyak dua puiuh fime

fueict rupicth, harang siapa lanpa mendapat 12

a dengan  sengaja  menawarkan  atan  memeberiken
kesempatan untuk permainan judi dan merjodikamn

sehawean pencaharian, atau dengan sengaja furut serid

dealewn sucnty ke giatarn usaha iiw;

b, dengan  semgaja  menawarkan  ataw membe
ke sempatan kepada khedayak wmum ik bermein judl
atan dengan sengaja mrwd serta dalam kegialait isang
itn, dengan tidak peduli apakah unrak menggn
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kesempatan adanyva sesuatu syaral alan dipenwiva
NENTRGE FOREr Cenbed ]

. menjadikan turat serfa pada permainan Jud sehagai
prencahar i,

20 kalaw vang bersalah melakukan kejethalan tersebul dalom
menalankan pencaharianmva, maka dapeat dicabur hakm
wrrtuk meerpalarekan percaharian it

r_?x Yang disebut dengan permainan judi adalah fiap-riap
permainan, i mana  pada  wmmma kemunghinan
mendapal wnting bergantung pada keberummngan beloka,
Juga karema pemainnya lebih terlatih ata lebib mahir. Di
siftt fermasuk  segala  pertarwhan  temiang  kepulusan
perlombaan qlaw  permtainan fQin-laimma vang tredeek
digedakan  aniara  mereka  yang  turwt berlomba  atom
hermain, demikian pusa segala periarwhan lawmya,

Perbuatan yang dianggap sebagai bentuk tindak pidana
kesusilaan dalam hal perjudian adalah menggunakan Kesempatan main
judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis  Adapun
kejahatan mengenai perjudian vang dimaksudkan tersebut dirumuskan
dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut

(1) Dhigncam dengan pidana penjara paling lama empat fafn

atterts pidane dende paling banyak sepulub puta rupial;

a. harang siapa mengennakan kesempatan main judi, yang
diaidakan dergan melanggar ketentuan Posal 303,

b harang stapa tkut serta men fudi di jolan umum atan
cipiogizer jalan wmum lan di tempal yang dleapaaf
ikt wmum, kecnelt jtka ada izin dar penguasa
yang  herwenamg  vang  telakh membertr azin ik
mengadekan perjudiarn .
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(2) jika ketika melakukan pelanggaran helum lewar oua fah
sejok go pemidcnenats yoang menjoudi tetap karerx so
satu derri pelanggaran tm, dapet dikenakan pidara penija
paling lama enam talun afa picania denda paling banye

lima belas pura rupiah,

Uniuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasan
ditakwkan melalui suatu proses vang diawali dengan penetapan st
perbuatan vang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan deng
orang, vang oleh undang-undang dinvatakan sebagai perbuatan va
dilarang dan diancam dengan sanksi Proses ini berakhir dengs
terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam  de
suatu sanksi yang berupa pidana."”

Menurut Soedarto ada 2 pertanyaan yang perlu diperhauk
untuk melakukan kriminalisasi, vaitu '

| Apakah vang menjadi ukuran dan pembentuk Undang
undang  uniuk menetapkan sua perbuatan menjad
perbutaan yang dapat dipidana.
Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undan,
untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidan
vang satu lebih tinggi dan pada ancaman pidana terhada )
tindak pidana vang lain

b2

Dari pendapat di atas tidaklah mudah menentukan secara t
ukuran dan kriteria dalam melakukan kriminalisas Dikemukakanny
persoalan tersebut dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan yang
rasional dalam melakukan suatu  kebijakan krminalisass  (leb
pembentuk  Undang-undang  dalam prakiek perundang-undanga
selama ini memang tdak pernah dipersoalkan mengapa suafy
kejahatan perlu  ditanggulangi  dengan sankst pidana, sehinggs

VT Soedann, Mk Par Hukum | opcit hal. 32

"8 yprd hal, 34
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penggunaan  sanksi hukum sebagai salah satu  sarana  politik
kriminalisasi selama ini dianggap sebagai suatu hal vang wajar

Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada
Undang-Undang MNo. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
lebih lanjut akan diuraikan mengenai, rang lingkup perbuatan yang
merupakan tindak pidana perjudian

L.I.Rnang Lingkup Perbuatan Yang Merupakan Tindak

Fidana Perjudian

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 103
KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal
perjudian (hazardspel), dimuat dalam ayat (1)

I butir | ada dua macam kejahatan;

2 butir 2 ada dua macam kejahatan; dan

3. bunr 3 ada satu macam kejahatan

Sedanghkan avat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana.
dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang
dimaksudkan oleh ayat (1),

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas
mengandung unsur tanpa izin Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat
sifat melawan hukum dan semua perbuatan dalam lima macam
kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanva unsur 1anpa izin,
atau Jika ada izin dan pejabat atau instansi yang berhak memberi 1zin,
semua perbuatan dalam rumusan terebut tidak lagi atau hapus sifa
melawan hukumnya oleh karena iu tidak dipidana Dimasukkannva
unsur tanpa izin im oleh pembentuk undang-undang dikarenakan
perjudian terkandung suatn maksud agar pemerintah atau pejabat
pemeriniah  tertentu  tetap dapat  melakukan pengawasan  dan
pengaturan tentang permainan judi

" Adam Clasawi, Tindak Pidana Mengenai Kevoparan. Raja Grafindo, Jakarta
2005 hal §58-154
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a. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk  pertama  dimuat dalam  butir 1 yai
kejahatan yvang melarang orang yang tanpa izin yang dengan scnsgas
menawarkan atas memberikan kesempatan untuk permainan judi d
menjadikannya schagai mata pencahanan Dengan demikian jem
kejahatan ini, terdin dan unsur-unsur sebagal benkut.

Unsur-unsur objekuf’

a perbuatannya  menawarkan  ataw memberik
kesempatan

b objeknya utuk bermain judi tanpa izin,

c. dijadikannva sebagai mata pencaharian

d  Unsur subjektit:

e, dengan sengaja.

Bentuk kejahatan yang pertama ini, si pembuat td
melakukan bermain judi. Disini odak ada larangan main judi, teta
perbuatan vang dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatas
bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain ju
Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasark
kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis vang akan dibicarka
pada uraian kemudian

Attt “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembu
melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang
mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediak
tempat dan wakm tertentu Perbuatan ini mengandung pengerti
belum ada orang vang bermain judi, hanva sckedar perbua
permulaan pelaksanaan dan perbuatan memberikan kesempatan unmk
bermain judi {perbuatan kedua)

Perbuatan "memben kesempatan™ bermain judi, 1alah pembuat
menyediakan  peluang vang  sebaik-baiknya dengan menvediakan
tempat tertemtu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yvang
bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau
kamar untuk orang-orang vang bermain jud
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Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi  haruslah
dijadikannya sebaga pencaharian Arinyva perbuatan itu dilakukan
gdak seketka melainkan berlangsung lama dan dan perbuatan s
pembuat demikian dia mendapatkan vang yang dijadikannya sebaga
pendapatan untuk kehidupannya Perbuatan it baru bersifal melawan
Bukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dan instansi
#tau pejabat pemenntah yang berwenang,

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan
Artinya s pembuat memang menghendaki untuk melakukan
perbuatan menawarkan kesempatan dan membenkan kesempatan
untlik berman judi. 5 pembuat sadar bahwa yvang ditawarkan atau
vang diberi kesempatan itu adalah orang-orang vang akan bermain
pudi, dan  disadarinya  bahwa perbuatannya  dijadikan  sebagai
pencahanan, artinya dia sadar bahwa dan perbuatannva tu dia
mendapatkan vang untuk biava hdupnya.

Sementara itu, unsur kesengajaan ini tidak hams ditujukan
ferhadap unsur tanpa izin. Artinyva dalam hal si pembuat melakukan
dua perbuatan vang dilarang itu tidak menjadikan svarat tentang
bagaimana sikap batinnva terhadap tanpa izin, tdak disyaratkan
bahwa dia harus  menawarkan  kesempatan  dan  memberikan
kesempatan bermain judi tidak mendapatkan izin dan instansi atau
pejabat yang berwenang. Hal im dikarenakan letak unsur tanpa tzin ini
berada sebelum unsur kesengajaan dalam rumusan kejahatan

b. Kejahatan Kedua
Kejahatan kedua yang juga dimual dalam butir |, salah
melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut sena dalam suatu
kegiatan atau usaha permainan judi Dengan demikian terdin dan
unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur-unsur objekif”
a perbuatanmya; turut serta;
b. Objek: dalam suatu kegaitan usaha permatanan judi tanpa
1Zin;
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unsur Subjektf’
c. dengan sengaja.
Pada kejahatan jenis kedua ini, perbustan adalah turut ser
(dleelnemen). Artinya ikut terlibat bersama orang lain dalam usal
permainan  judi vang disebutkan pada bentuk pertama va
diterangkan di atas Apabila dihubungkan dengan bentuk-bent
penyertaan yang ditentukan menunt Pasal 55 dan 56 KUH
pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada seke
turut serta pada bentuk pembuat peserta (medepleger) Pengertian ¢
perbuatan turut serta atau menyertai (deelnement) di sini selain oras
vang miclakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat pese
tmedepleger) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pemban
(mredeplictige) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pemb
penvuruh (doen pleger) atau pembuat penganjur (wir fokker), kare
kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fis
dalam orang lain melakukan perbuatan yang dilaran g
Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiat
usaha permainan judi tanpa izin, vang dimaksudkan pada benm
pertama. terdin  dan  perbuatan menawarkan kesempatan
memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi sehingg
otang  tersebul mendapatkan uang atau penghasilan  Jadi ya
dimaksud dengan kewatan usaha permainan judi adalah sctia
kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada Orang-orang urn
bermain judi, vang terdin dari kegiatan itu dia mendapatkan uang 3
penghasilan
Sepert juga pada bentuk pertama, pada kejahatan jenis ked
ini terdapat unsur kesengajaan, Kesengajaan disini harus ditujuka
pada unsur perbuatan turut serta dan  disadarinya  bahw
keturutsertaanya itu adatah dalam kegiatan permainan judi

¢. Kejahatan Ketiga
kejahatan bentuk ketiga 1alah ‘'melarang orang yang tanpa 1z
dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepad
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khalavak umum untuk bermain judi” Dengan demikian terdin dari
ENSUT-LNSUT,

Unsur-unsur objeknf’

a. perbuatan, menawarkan dan memben kesempatan

b. objek: kepada khalavak umum;

¢ untuk bermain judi tanpa izin,

Linsur subjektif;

d denpgan sengaja

Kejahatan perjudian vang ketiga im. minp sckali dengan
kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya pada unsur tingkah
laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan
memberikan  kesempatan. Sedangkan perbedaannva, ialah sebagai
berikut,
I Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan
perbuatan memberikan kesempatan tndak dischutkan kepada
stapa, oleh karena it bisa termasuk seseorang atau beberapa
orang tertentu. Tetapi pada bentuk vang ketiga tidak berlaku,
ytka kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang
tertentu.
2 Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua
perbuatan it dijadikan sebagai mata pencaharnan. Sedangkan
pada bentuk ketiga, tdak dischutkan unsur dijadikan sebagai
mata pencaharian
Khalayak umum artinya kepada siapapun. tidak ditujukan pada
orang-perorangan  atau  orang tertentu.  Siapa pun  juga dapat
menggunakan kesempatan unluk bermain judi Pada bentuk ketiga
terdapat pula unsur kesengajaan, vang harus ditujukan pada; (atau)
melakukan perbuatan  menawarkan  kesempatan  dan  perbuatan
memberi kesempatan; (b} khalayvak umum, dan (c) bermain judi
Artinya, s pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan
s di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu dilujukan pada
wnsur anpa 1zin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknyva



sebelum unsur kesengajaan Artinya 51 pembuat tidak perlu meny
bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan
memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dan in
vang berwenang

d. Bentuk Keem pat
Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 3

adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalan

kegiatan us?ha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah

Unsur-unsur Objeknf

4 Perbuatannya: turut serta,

b Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin,

Unsur subjektif

c. dengan sengaja.

Kejahatan benk keempat ini, hampir sama dengan kejahat
bentuk kedua Perbedaanya hanyalah pada kegiatan usaha perjudi
vang dijadikan sebagai mata pencaharian itu Akan tetapi pada ben
keempal ini, perbuatan turut sertanva ditujukan pada kegiatan usa
perjudian vang bukan sebagai mata pencaharian Demikian ju
kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pa
kegitan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan d
perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalay
LML

¢ Bentuk Kelima
Bentuk kelima kejahatan mengenas perjudian ialah “mela

orang vang melakukan perbuatan mrut serta dalam permainan |
tnpa i7in yvang dijadikannys sehagasi mata pencaharian” Denga
demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapal unsur-uns
sebaga berikut.

a, perbuatannya: turut serta

b. objek; dalam permainan judi tanpa izin,
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¢, sebagal mata pencahanan

Perhuatan  materiil tunnt serta (deelnemen) terdapat pada
kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima Pengertian perbuatan
frut serta telah drterangkan secara cukup pada saat pembicaraan
bentuk kedua, sehingga tidak perlu diterangkan lagi

Pada bentuk kelima i, unsur dalam “menjalankan kegiatan
msaha” tdak dimuat lagi. Artinva si pembuat di sini tdak ikut serta
dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah
berupa perbuatan  menawarkan  kesempatan  dan  memberikan
kesempatan bermain judi Pada bentuk kelima ini. si pembuat thut
terlibat bersama orang lain yang bermain, dan bukan terdibat bersama
pembuat vang melakukan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut
Bermain judi

St pembuat dalam  bermain  judi  tanpa izin haruslah
Syadikannva sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi
mi dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya Jadi
8dak dipidana apabila ia bermain judi hanva sebagai hiburan belaka.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan
fak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima
‘macam kejahatan mengenal  perjudian tersebut di atas  dalam
-menjalankan pencahariannya Pada avat (3) diteranghkan tentang arti
perjudian, vakni tap-fiap permainan di  mana pada umumnva
kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka,
& juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir, Dari rumusan
& atas schenamya ada benwk perjudian, yakni sebagai berkut:
I Suatu  permainan  vang kemungkinan mendapat  untung
bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam
perjudian tni, menang atau kalah dalam art mendapat untung
atau rugl hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau
secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan
mengeunakan dadu
Permainan  yang Kemungkinan mendapal untung  atau
kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran

I
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atau keterlatihan si pembuat Misalnya permainan melemp
bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, a
domino
Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada d
macam pertanuhan, yaitu
| Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlomba
lainnya yang tidak diadakan antara mercka yang berlomba ai:
bermain.  Misalnya dua orang bertaruh tentang  sua
pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana van
satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebag
pemenangnya dan vang satu pada kesebelasan lainnya.
Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentuks
dengan kalimat vang tidak menentukan bentuk pert:
secara limitanf, maka segala bentuk pertaruhan dengan car
bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adals
termasuk perjudian. Seperts beberapa permainan kuis unt
mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasu
juga pengertian perjudian menurut Pasal ini Tetapi permaina
kuis tidak termasuk permainan judi vang dilarang, apabi
terlelnh dahulu mendapatkan izin dani instansi atau pejab;
yang berwenang,
Kemudian jenis kejahatan perjudian dengan mengpunaks
kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303bi
Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan dirumuska
"dalam Pasal 542 KUHP dan dengan Undang-Undang No. 7 Tahu
1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya menjadi pas:
303 s, 1m berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasa
542 terscbut dinyatakan sebagai undak pidana kejahatan ' Denga
sdanva perubahan tersebut, ancaman pidana vang semula beru
kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4 500,00

2

" Barda Mawawi Ancl, Hukum Pldana | (Pelengkap Baharn Kualiak), Cet |
Pencrbil Yavasan Sudario. Semarang. |99,
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tkkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda

maksimum Rp. 10. 000 000,00 (sepuluh juta rupiah

Mengenar  kejahatan  perjudian  dimuat dalam  ayat (1),
sedangkan pada avat (2) pengulangannya yang merupakan dasar
pemberatan pidana.  kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk
sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2. vaitu
I melarang orang yang bermain judi dengan mgnggunakan
kesempatan vang diadakan dengan melanggar pasal 303,
melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum,
- dipinggir jalan umum, atau ditempat lainnya vang dapat

dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal

untuk mengadakan perjudian it

B2

(1) Bentuk Pertama
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sehagal benkut
a. perbuatannya; bermain judi;
b dengan menggunakan kesempatan vang diadakan
dengan melanggar pasal 303
Pasal 303 yang telah dibicarakan di muka, di antara
lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk
kejahatan yang perbuatan materielnya berups menawarkan
kesempatan dan memberikan kesempatan, yvakni
| perbuatan  menawarkan  kesempatan  dan
memberikan  kesempatan uniuk  bermain judi
untuk mata pencaharian,
perbuatan untuk menawarkan kesempatan dan
memberikan kesempatan kepada khalavak umum
untuk bermain judi.
Menurut penulis, dua kejahatan di atas jika
dilakukan, maka akan terbuka kesempatan untuk bermain
judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang slapa yang
menggunakan kesempatan ity untuk bermain judi. dia
telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis YAng pertams
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ini. Kejahatan pasal 303 bis udak berdiri sendin,
melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal
303 tanpa terjadinva kejahatan Pasal 303, kejahatan
Pasal 303 bis ndak mungkin terjadi

Kejahatan memben kesempatan seperti Pasal 303
i atas, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat
bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada
kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat
dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi
tidak mungkin terwujud tanpa hadimya minimal dua
orang.  Kejahatan ini  termasuk penvertaan mutlak.
Penvertaan mutlak adalah svatu tindak pidana vang
karena sifatnyva untuk tegadinya mutlak diperukan dua
orang Dalam kejahatan permainan judi wm, kedua-
duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama

(2) Bentuk Kedua.
Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai benkun;
a. perbuatannya ikut serta bermain judi;
b, tempatnya: dijalan umum, di pinggir jalan umum dan
tempat vang dapat dikunjung umum.
. perjudian itu tanpa izin dan penguasa yang berwenang,
Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat
pasal 303, perbuatan ikut serta atau turut serta dalam menjalankan
usaha “menawarkan kesempatan atau memberikan  kesempatan
perjudian, vang artinya tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk
kedua Pasal 303 bis yang melakukan wna serta bermain judi adalah si
pembuat sendiri. tkut serta bermain judi di sim adalah ikut serta yang
lain dari Pasal 303, Pengertian perbuatan turul serta di sini adalah
pengertian perbuatan turut serta (medeplegen) dalam arti sempit dari
Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak
pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi
semua rumusan tindak pidana. Ukurannya jalah tanpa ada dua orang
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yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana
ndaklah mungkin tindak pidana terwujud secara sempuma

Apabila dua orang bermain judi di tempat vang disebutkan
dalam benmtuk kedua imi, vakmi di jalan umum, di pinggir jalan umum
stay ditempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas dua orang it
Sama pengerbannya dengan orang yang turul seria (medepleser)
menurul Pasal 55 ayat (1) butir | dalam pengertian luas, di mana jika
vang satu  berkwalitas schagai pembuat peserta (medepleger), vang
lain adalah pembuat pelaksana (pleger) Syarat orang vang turut serta
{pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua svarat
esensial, yakni (1) kehendak pembual peserta adalah sama dengan
kehendak pembuat pelaksananya dalam hal untuk mewujudkan tindak
pidana, atau tindak pidana.dan (2) wujud perbuatan yang diperbuat
oleh pembuat peserta ini sedikit atau banvak memberi andil atau
sumbangan terhadap terwujudnya nndak pidana

ladi sekali lagi, dijelaskan bahwa pengertian wnn serta
menurut Pasal 303 bis ini bukanlah pengertian turut serta dalam ar
tuas dari Pasal 55 ayat (1) butir | seperti diterangkan di atas,
melainkan dalam pengerian sempit

Mengenai pengertian jalan umum telah diterangkan dalam
pembicaraan mengenai Pasal 536. sehingga dirasa tdak perlu diulang
di sini. Di jalan umum, artinya ditengah jalan umum sedangkan di
pinggir jalan umum adalah tepi jalan, misalnys di trotoar atay
beberapa meter dan tepi jalan ataupun di tempat lain yang dapat
dikunjungi oleh umum . Dapat dikunjungi umum artinya untuk sampai
dan datang ke suatu tempat permainan judi dapat dilakukan oleh setiap
orang fanpa ada kesukaran atau hambatan, Adalah bukan tempat dapat
dikunjungi umum, misalnya dalam sebuah gua yang ridak setiap orang
mengenalnya dan masuk dengan mudah

Kejahatan bentuk pentama tidaklah disebutkan adanya unsur
tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan
menawarkan kesempatan stau membenikan kesempatan bermain judi
iu sendin memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang vang
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menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga
dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Lain halnya dengan
kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan
tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kahmat yang lain yakm
kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian,
setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan im tidak sesual
dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan
judi hanya menjadi larangan apabila tanpa i17in Sifat melawan hukum
permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Memang
konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep
menunut nilai-nilai vang hidup di masyarakat kita yang dipengaruhi
norma-norma agama, di mana dalam hal perjudian itu dilarang dalam
scuala bentuknya, vang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin
dari penguasa vang berwenang Bahkan menurut agama, pejabat vang
memberi izin perjudian itupun berdosa. Konsep penjudian menurut
KL/HP ini adalah konsep orang-orang Belanda, dan bukan konsep ash
vang berdasarkan nilai-milai  yang hidup menunut masyarakat
Indonesia. Kedepan dalam pembentukan dan semangat pembaharuan
hukum nasional diperlukan suatu reorientasi nilai-nilai filosofis
bangsa Indonesia

1.2. Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Tindak
Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974

_Dasar perumbangan terhadap suatu perbuatan yang dijadikan

sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dan alasan

pembentukan dan perancangan undang-undang tersebut  Dalam

pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang

Penertiban Perjudian tersebut:

a  bahwa perjudian pada hakekatnya beriemangan dengan
Agama, Kesusilaan dan  Moral Pancasila.  serta
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membahayakan  bagi  penghidupan  danm  kehidupan
masyarakat. Bangsa dan Negara;

b bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk
menertibkan perjudian, membatasinva sampai lingkungan
sekecil-kecilnya, untuk akhimya menuju kepenghapusannya
sama sekali dan seluruh wilayah Indonesia;

¢. bahwa ketentuan-ketentuan dalam  Ordonansi tanggal 7
Maret 1912 (Staotshlad  Tahun 1912 Nomor  230)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah,
terakhir dengan Ordonans: tanggal 31 Oktober 1935
{Mtacitshiad Tahun 1935 Nomer 526), telah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan,

d bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal  Kitab
Undang-undang Hukum Pidana mengenai  perjudian
dhanggap udak  sesuai  lagi  sehingga perlu  diadakan
perubahan dengan memperberatnya,

e bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan diatas perlu
disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian

Dasar pertimbangan di atas menunjukan bahwa secara garis
besar perlunva pembentuk dibentuk Undang-Undang No 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian adalah unmuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur Dan perimbangan tersebut
dijumpai perumusan yang eksplisit mengenai alasan atau pembenar
dilakukan kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang  Alasan
terscbut  dalam  rangka prevensi umum  untuk  mencegah
dilakukannya kegiatan kepentingan nasional Hal ini sejalan dengan
pendapat John Andenaes sewakiu membicarakan pencesahan
umum (general prevemtion) dari pidana vang sering digunakan
sebagal pertimbangan utama oleh badan pembuat undang-undang "’

" Barda Nawawi Ariel, Kebijakan Legistatif | hal 81
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Berdasarkan pendapat John Andenaes tersebut Barda
Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dasar pertimbangan
dibentuknya suam undang-undang  kurang didukung oleh data
empiris, cukup dikemukakan bahwa dasar perimbangan tersebut
didasarkan pada penilaian vang baik (the basis of our bhest
Juddgment), Di samping 1tu pada simposium hukum pidana nasional
|98 di Semarang juga tefah dikemukakan bahwa salah satu knteria,
kriminalisasi adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang
tidak disukai oleh masvarakat karena memgkan atau  dapat
memugikan dan mendatanpgkan korban atau dapat mendatangkan
korban. '™

Berkaitan dengan penentuan perbuatan dan jumlah ancaman
pidana vang dapat diterapkan terhadap pelako vundak pidana, di
dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas dan asas
culpabilitas sebagai asas fundamental vang harus ada dalam setiap
pembentukan perundang-undangan Kedua asas tersebut merupakan
pedoman yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-
undangan Kedua asas tersebut menipakan pedoman yang digunakan
vleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pemidanaan
terhadap suatu perbuatan.

Untuk menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana,
ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membenkan ancaman
pidana Menurut Soedarto, hal-hal yang harus diperhatikan oleh
pembentuk  Undang-undang sebelum  memumuskan  atau
menetapkan ancaman pidana meliputi empat hal yaitu o

- | twjuan hukum pidana

2 penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki

3 perbandingan antara sarana dan hasil;dan

4. kemampuan badan penegak hukum

" Rusli cfendi. Moasalah Krimimalisasi dan Dekriminalisasi dalam  Rangka
Porbagharwan  Hukuwm  Pidana Simposium - Pembahmaan Hokom Pidios
Masionl B Cipta Bandung 1986, hal, 65

1 Socdarto, Mk dan Hukam | op it hal. 86
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Berdasarkan pendapat di atas dalam membentuk perundang-
undangan, hendaklah pembentuk undang-undang memperhatikan hal
tersebut, begitupula di dalam merumuskan dan menetapkan sanksi
pidana pada Undang-undang MNo. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian

1.3. Kualifikasi Tindak Pidana

Berbicara kualifikasi suatu perbuatan dapal dikatakan sebagal

tindak pidana perjudian, akan terkait dengan sistem selama ini vang
“berlaku Sistem KUHP masih membedakan kualifikasi tindak pidana
berupa kejahatan dan pelanggaran.

Menurut  penjelasan  Memorie  van  Toelichuing  (MyvT)
pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelangyaran
sebenarnya didasarkan pada perbedaaan yang prinsipil. Dikatakan ada
kejahatan adalah rechr delicten, vaiwu perbuatan-perbuatan yang
meskipun tidak dikaitkan dengan undang-undanyg sebagai perbuatan
pidana telah dirasakan omrecht, sebagai perbuatan vang bertentangan
dengan tata hukum. Pelanggaran adalah wetsdelichfen vaitu suatu
perbuatan yang sifal melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah
ada wef yang menentukan demikian." Dengan adanya pengaruh dan
pembagian rechidelicten dan wetsdelicien. nampak bahwa pembagian
tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam sistem KUHP
didasarkan pada pembedaan secara kualitatif,

Berdasarkan kebijakan formulasi dalam pembentukan Undang-
undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memberikan
kualifikasi tindak pidana (kejahatan) semua delik yang dalam bidang
kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian Sebagaimana
bunyi pasal | Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang berbunyi

“Menyatakan  semua  tindak  pidana  perpudian sebagan

ke jehatan™

" Mochaing, Asas-Asas Hukum | opcit hal ¥l



Dan bunyi ketentuan pasal tersebut diatas maka, kualifikasi
delik vang semula terbag antara 2 macam bentuk delik yaitu
pelanggaran dan kejahatan menjadi tidak berlaku lagi Konsekuensi
dan adanva ketentuan pasal | ULl No. 7 Tahun 1974 terschut maka
kualifikas: delik yang semula ditetapkan sebagai pelanggaran berubah
kualifikasinya menjadi kejahatan Dengan catatan bahwa ketentuan-
ketentuan atau asas-asas umum hukum pidana yang terdapat di dalam
Buku | KUHP akan berlaku bagi ULl No 7 Tahun 1974 karena
undang-undang ini tidak menentukan lain. Walaupun memang
dimungkinkan untuk menentukan lain sesuai dengan Pasal 103 yang
berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai dengan Bab Vil

et Bwkw wm berlakn bagi perbualan-perbuciarn yarg oleh

aturan-aturan  dalam  perundarg-undangan lamn diancam
derrgan pidana, kecweli ditemukan loin olel wndang-undang '

2. Kebijakan Pengaturan Sanksi Tentang Tindak
Pidana Perjudian
Pembahasan mengenal  kebijakan sanksi padana  dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
akan mehliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi, pengaturan  bobaol
penjatihan pidana.

a. Pengaturan Jenis-Jenis Sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang ondak pidana perjudian
tetap mengacu pada aturan umum yvang terdapat dalam Pasal 10
KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana Meliputi pidana pokok dan
pidana tambahan. Pidana pokok terdin atas:

| pidana mati,

2. pidana penjara,

1. kurungan,

4. denda,



5 pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdin atas-
| pencabutan hak-hak tertentu,
2 perampasan barang-barang tertentu,
3 pengumuman putusan hakim

Oleh karena Undang-Undang Neo. 7 Tahun 1974 adalah
peraturan perundang-undangan vang melakukan perubahan terhadap
KUHIP 1etapi secara parsial Adapun beberapa ketentuan vang dirubah
terscbut adalah

(1) Merubah ancaman-ancaman pidana vang terdapat

a. dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-
lamanya 10 tahun atau denda sebanvak-banyaknya 25 juta
rupiah,

b, dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-
lamanya 4 tabun atau denda scbanyak-banyaknya |0 juta
rupiah,

c. dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-
lamanya & tahun atau denda sebanyak-banyaknva 15 juta
rupiah;

(2) Merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 vang ancaman
pidananya lebih rendah yaiw pidana kurungan paling lama satu bulan
atau prdana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan di
undangkannyva Undang-Undang No 7 tahun 1974 Pasal 542 digant;
dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banvak sepuluh juta rupiah Ini
berani perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebu
dinyatakan sebagai tidak pidana kejahatan

Jika dicerman beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada
penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanva merubah
berat atau ningannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si
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pembuat Atau dengan kata lain undang-undang 1m hanya peraturan
vang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP
khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 342 (3} Dengan
demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada
dalam KLIHP

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian tidak mengatur tersendinn mengenal
jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam
pasai 10 KLU/HP tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat Barda Nawawi Anef vang menyatakan walaupun
pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem
KUHP untuk jenmis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk
jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan
delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tezas maka
pidana tambahan it ndak dapat dyatuhkan Khususnya untuk prdana
tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain
menvebutkan secara tegas dalam pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1),
395 (1) dan 405 (2).""

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan
tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam
suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan
Begitu juga dengan rumusan delik vang termasuk dalam ruang
lingkup tindak pidana perjudian tdak secara tegas mencantumkan
bentuk-bentuk  pidana tambahan, sehingga pidana tambahan odak
dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal vang
termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan
bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana
denda

b. Pengaturan Tentang Berat Ringannya Pidana (Straf Maar)

"" Muladi dan Barda Mawawi Aricl. Busge Raegai Hukwm Pidora, Alumng
Bandung Hal 142
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Sistem hukum pidana materiel yvang saat ini berlaku di
Indonesia, terdin dari keseluruhan sistem peraturan perundang-
undangan vang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan urmum) dan
undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan
perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif i, terdin
dan aturan umum (gencral rules) dan aturan khuosus.,

Aturan umum terdapat di dalam KUHP {Buku 1), dan aturan
khusus terdapat di dalam KUHP (buku [ dan Buku 111 maupun dalam
undang-undang khusus diluar KUHP " Aturan khusus ini pada
umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapar
pula memum atran khusus yang menvimpang dan aturan umum
Tidak terkecuali dengan lahimya Undang-Undang No 7 tahun 1974
Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur
secara khusus berat atan ringannva pidana vang menyimpang dari
KLUHP maka ketentuan yang ada pada buku | KUHP otomatis akan
berlaku  Seperti  ketentuan minimum  umum pidana  penjara
berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu har. pidans
kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP Jo Pasal | Undang-
Undang No 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit
adalah 25 sen dikalikan 15 = Rp. 375,00

Dalam Undang—undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Penudian ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam
jumlah vang cukup besar (puluban juta rupiah) dengan sistem
maksimum  khusus. Namun penetapan  pidana  denda terschut
dikhawatirkan tidak akan cfekef dan dapat menimbulkan masalah,
karena tidak ada ketentuan vaneg mengatur secara khusus pelaksanaan
dalam undang—undang tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda
atau pedoman pemidanaan Baik ity tata cara pembayaran dengan
tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran Konsekuensi Apa saja
vang bisa dijatuhkan apabila jumlah denda vang dibayarkan tidak
sesual dengan jumlah vang ditetapkan atau dikenakan Undang—

" Barda Mawawi Ariel, Kapito Selekia Haksm Pidana, Citea Adilva Bakii.
Bandung, 200 hal 262
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undang tersebut ndak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman
pidana denda Maka secara otomatis berlaku ketentuan umum dalam
KUHP {pasal 30) sebagai sistem induk, bahwa maksimun pidana
kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi
maksimun 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan recedivie’
konkursus. Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana
denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak
dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti &
(enam) bulan atau % (delapan) bulan. Olch karena itu kemungkinan
besar dendgnya tidak akan dibayar

Hal tersebut terlihat dalam ketentuan dalam pasal 30 KLUHP
vang memungkinkan lamanya ancaman pidana kurungan pengganti
denda hanya selama 6 bulan dan paling lama 8 bulan (pasal 52 KUHP)
inipun apabila ada pemberatan I jelas tidak sesuai dengan ancaman
vang mencapal puluhan juta rupiah, apakah masih sepadan dengan
hukuman vang hanya sekian bulan dan pada saat sekarang sangat tidak
sesual. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam formulasi pidana
denda kedepan.

Adapun ketentuan tentang bobot sanksi pidana vang akan
dikenakan terhadap para pembuat tindak pidana perjudian terlihat dari
rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 his
KUHP sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Adapun
bunyi dan pasal-pasal tersebut adalah

Pasal 303
(1) Ligncam dengan pidana penjara paling lama sepuluk tahun
atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta
rupiah, barang sigpa tanpa mendapat izin:

o dengan  sengaja  menowarkan  atan  memberikan

kexempatan untuk  permainan udi dan menjadikannya

sebogal pencaharian, ataw dengan sengaga fural seria
delam suatu kegratan usaha itu;
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h. dengan sengaja menawarkan atauw memberi kexemperan
kepacd Khalavak wmum stk bermcain Suidli cricen derigan
Sengaja turnl serta dolam kegiatan usaha i, dengan tidak
Peduli apakali untk  mengsanakan kesempaian adanya
sestati svarai ataw dipemhinva sesuatw lata cara;

C. menjadikan furnl serta pada permatnan judi sebagi
Pencolor fan.

(2) kel yeng  bersalah melakukarn kejabustan tersebut dalam
imertjctlcorkan prencabariammva,  maka dupal dicabut haknva
unik menfalomkan pencatarian i,

() Yang disebut dengan  permainan  judi  adalah Ficap)-ticap
permetian, di mana pade wmumnyea kemangkinan mercapce !
nniteg berganiung pada kebertuntungan belaka, Juga kareng
pemainya febily terlatibh aten lebih mahir. Dy sity termasuk
segala  pertaruban  fentang  keputusan perlombaan atan
permaman lain-lainnva vang tidak diadakan antara mereka
yang furnf herlomba atow bermeain, demikicn Fger sepalo
periaruban lainmya,

Pasal 303 his

() Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupialk.

o harang siapa mengrunakan kesempetan mam pudi, ey
diciclakerns dengan melanggar ketentuan Pasal 303,

b harang stapa ikut serta mamn judi df galan wmum e
cipivimer  jalan wmem  atau o fempal  vang  dopai
dikungungi umom, kecuall jika ade izin dar: PEINTULING VarD
herwenang vang felah memberi izin untuk me ke
perfudian it
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(2) jika ketika melakwkan pelanggaran belum lewal dua ol
sefak adda pemidandaan vang menjadi ietap karena salah sain

i pelongzaran i, dapat dikenakan pidana penjara paling

lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima

belas juta rupiakh.

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat
dismpulkan  bahwasanya  pembentuk  undang-undang  telah
merumuskan ancaman pidana vang skan dikenakan terhadap tindak
pidana perjudian adalah pidana penjara araw pidana denda Pidana
penjara paling tingg berkisar 10 (sepuluh tahun) dan denda vang
tertinggi vang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. bobot pidana terhadap tindak pidana perjudian
pada KUHFP sesuai dengan Undang-Undang No, 7
Tahun 1974

Mo | pasal-pasal ketentuan pidana Jemis dan bobot pidana
tindak pidana perjudian dalam
KITHP
Penjara denda
I Pasal 303 ayat (1) 10 tahun Rp. 25 juta
2: Pasal 303 his avat (1) 4 tahun Rp 10 juta
3 Pasal 303 bis avat (2) & tahun Rp. 15 juta




Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Tindak Pidana Perjudian

Kebijakan pertanggungiawaban pidana tentang tindak pidana
perjudian akan diuraikan mengenai (1) perumusan jenis sanksi pidana
dan (2) sistem pertanggungiawaban pidana

(1) Perumusan Jenis Sanksi Pidana

EUHP mengenal sistem unggal dimana terhadap suat
kejahatan atau pelanggaran hanya dijathkan satu pidana pokok
Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana
pokok dan pidana tambahan Undang-undang membedakan 2
macam pidana vaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap
satu kejahatan atau pelanggaran hanva boleh dijatuhkan sau
pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok
tdak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana
pokok dan tambahan '

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana
perjudian sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun [974
tentang Penertiban Perjudian hanva mengpunakan 2 jenis sanksi
pidana yaitu pidana penjara ataw pidana denda Artinya denda
yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suaty jumlah
denda tertentu. Arfinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap
tindak pidana perjudian adalah bersifat alternasf Pembentuk
undang-undang merumuskan tindak prdana secara alternatif in
adalah uniok lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jems
pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atau suatu
tindak pidana Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga
adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan  absolut pada
pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara altermnatif

"R soesilo., KUHP Serta Komentar-Kememtarnya Lemgkap Paval Demi Pasal
Polites. Bopgor, sinpa Tahun hal 30
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didasarkan pada ide individualisasi pidana dan dan bersifat
rehabilitanf
Bertolak  belakang dengan perumusan pidana secara
alternatif” tersebut di atas Salah satu bentuk perumusan pidana
yang juga dikenal adalah sistem perumusan sanksi pidana secara
lunggal Sistem perumusan tersebut adalah merupakan wansan
dari aliran klasik yang lebih menonjolkan sanksi pidana vang lebih
bersifat memaksa, absolut dan kaku karena hakim tidak bebas
unuk menentukan bentuk pidana yang akan dikenakan Hal ini
sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief sistem perumusan
sanksi pidana secara wnggal mengidap beberapa kelemahan yang
diurarkan sebagai berikut:''®
2 kelemahan utama dan sistem perumusan tunggal
adalah sifatnva vang sangat kaku, absolut dan bersifat
imperatif’ Sistem ini tidak memberi kesempatan atau
kelonggaran kepada hakim untuk menentukan jens
pidana aps yang dianggap paling sesuai  untuk
terdakwa. Jadi kurang memberi kesempatan kepada
hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan
yang berorientasi pada orang. khususnva dalam
meneniukan jenis pidana
b sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan
atau pengaruh vang sangat mencolok darni aliran klasik
yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh
karena ity sangat membatasi kebebasan hakim dalam
memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari
sudut penetapan jenis pidana, perumusan twnggeal jelas
merupakan deferite semtece vang merupakan cir dari
aliran klasik
¢ melihat ide dasar vang melatar belakang sistem
perumusan tungeal di atas, jelas hal ini tidak sesuai
dengan 1de dasar vang melatarbelakangi ditetapkannva

g
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pidana pemjara dengan sistem pemasyarakatan di
Indonesia  Dengan  dianutnya  sistem  perumusan
tungual yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan
adanya  kontradiks:  1de,  karema  konsepsi
pemasyarakatan  bertolak dan  ide  rehabilitasi,
resosialisasi dan individualisasi pidana.

d hasil penelitian menunjukan ada hubungan erat antara
banyaknya jumlah pidana penjara vang diajtuhkan oleh
hakim dengan sistem perumusan tungeal vang kaku
Hal ini kurang menunjang kecenderungan saat imi di
banyak  negara  (berdasarkan  kongres-kongres
internasional) untuk mengembangkan kebijakan vang
selektif dan limitanf dalam penggunaan pidana penjura
sebagai salah satu sarana politik kriminal

Dengan mengacu pendapat tersebut di atas maka penulis
sepakat apabila dalam perumusan sanks: pidana suatu peraturan
perundang-undangan  pidana  sebaiknva  dihindan  sistem
perumusan yvang lungeal Karepa itw, harus dirumuskan suatu
alternatif formulasi hukum pidana vang memberikan kepada
hakim suatu kebebasan atae keleluasan untuk menetapkan sanksi
prdana apa vang sesuai dengan perbustan si pembuat. Hal i
betujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat untuk
mencapai kescjahteraan sosial
(2) Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggung jawaban pidana adalah merupakan
segl lain dan subjek tindak pidana vang dapat dibedakan dan
masalah s1 pembuat (yang melakukan tindak pidana) Artinya
pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yait siapa
vang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa vang dapat
dipertanggungawabkan Pada  umumnya  vang  dapat
dipertanggungiawabkan.  Pada  umumnva  yang  dapar
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat,
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tetapi tidaklah selalu demikian Masalah ini tergantung juga pada
cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh
oleh pembuat undang-undang " Artinya penentuan masalah
pertangeung-jawaban  pidana  adalah  sapa  vang  dapat
dipertanggungjawabkan Masalah im menyangkut masalah subjek
tindak pidana yang yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh
pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan

Menentukan subyek hukum yang dapat  dimintai
pertanggungjawaban pidana berarti harus didasan pada kebijakan
formulasi -suatu  tindak  pidana dan  siapakah  vang
bertanggungjawab  dalam  menentukan dan  merckonstruksikan
subyek vang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana
perjudian. Maka hams ditelaah dasar hukum atau sistem hukum
yang menjadi pijakan untuk menentukannya Dalam hal tindak
pidana perjudian maka rujukan yang dipaka adalah ketentuan atau
sistern hukum vang ada di KUHP Walaupun khusus masalah
perjudian telah diatur dan ditambah dengan Undang-Undang No
7 Tahun 1974 Namun karena hanya bersifat parsial dalam arti
hanya menambah ketentuan tentang bobot sanksi pidana yang
akan dikenakan terhadap tindak pidana perjudian. Persoalan vang
menyangkut masalah pertanguungjawaban pidana tetap masih
berpedoman pada KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Prdana,
vang sekarang masih berfaku beronentass kepada subyek tindak
pidana berupa orang dan bukan korporasi '™

Sistem KUHP hanya mengakui manusia pnibadi sebagai
subjek hukum juga bisa dilihat dalam memori Penjelasan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal |

" Barda Mawawi Anel, Masaloh  Pemidamaan  Sehuwbungan  dengan
Perkembangan Kriminafitas daw Perkembangan  Delik-Defik Khasus dulam
masyarakal Moderm, Kenme Kena Pada Seminar Perkembangan  Delik-Delik
Folamsus, Dalam Masvarakal Modem, BPHN-UNAIR di Sumbava (Bandung Bimna
Lipti. 19820

L Dwickian Privatng, Nebifokan Legislosi Tewtang Nigtem Pertanggungiawaban
Fitluna Kevperasi di fnderesia, OV, Utoms, Bandung, 2004 hal 51
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September 1886, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya
dapat dilakukan oleh orang perorangan (natuurike persoon)
Pemikiran  fiksi  (fictie)  temtang  sifat  badan  hukum
(rechipersoonfijkherd) tdak  berlaku  pada bidang  hukum
pidana ™'

B. KEBIJAKAN AFLIKATIF HUKUM PIDANA
DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata
rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh
karena itu masih ada mata rantai lain yang tdak bisa dilepaskan dari
tahapan penerapan pidana secara konkrit Adapun mata rantai lainnya
adalah  tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana,
sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi  satu
kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri vaitu perlindungan
terhadap masyarakat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap
penerepan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim
menjaluhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis
sistematis artinva hakim selaly meredusir kejadian yang hanya
memperhatikan  fakior-faktor yuridis relevant saja dan  kurang
memperhatikan faktor-faktor yang menvangkut terdakwa '

Suatu  sistem  peradilan  pidana, proses awalonya adalah
dilakukannya penyidikan oleh beberapa penvidik Polri  untuk
membuat berkas perkara vang kemudian apabila telah lengkap berkas
perkara  dilimpahkan kepada pidak kejaksaan Untuk dilakukan
penuntutan. Selanjutnya  dilimpahkan ke pengadilan  dalam

&

YD, Schaffmeisier. N Kcijzer, E.PH. Smonius. dakun Drwidja Pravitng...... shed hal
£

"= Mulads dizn Barda Mawawi Arnef, Teori-Teori. | opcit hal 115-116
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persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana
dalam arti konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana
dalam wupaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana
penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan
jumiah  atsy lamanya pidana pokok dan penerapan tentang
pertanggungjawaban pidana.

1. Penerapan Ketentuan Sanksi

Sistem sanksi yang terdapat dalam KUIP mengenal sistem
tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanva
dijatuhkan sats hukuman pokok Kumulasi juga dapat diterapkan
namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan Undang-
undang membedakan 2 macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok
dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanva
boleh dijatuhkan sat pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari
satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi
antara pidana pokok dan tambahan.

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana
peudian hanya menggunakan pidana penjara ataw pidana denda
Artinya denda vang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu
jumlah denda tertemtu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana
terhadap tindak pidana perudian adalah bersifat alternatif Namun
dalam penerapannya jenis pidana denda jarang sekali dikenakan
terhadap s1 pembuat Ini terlihat pada wbel dibawah ini-

Tabel: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Tindak pidana
perjudian di Jawa Tengah Tahun 2005
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Keterangan:

K55 | jumlah kasus

TSK - jumlah tersangka

LBH ' penetapan pidana dari enam bulan

BLM

pengadilan

Dari tabel tersebut diatas, penerapan ancaman pidana terhadap
pelaku tindak pidana perjudian hanya berkisar beberapa bulan dan
penerapan pidana penjara yang berkisar tahunan lamanya ham pir tdak
pernah diterapkan oleh hakim Lamanya pidana vang dijatubkan oleh
hakim yang lebih dan 6 bulan - 9 bulan penjara hanya terhadap 61
kasus nndak pidana perjudian atau rata-rata sekitar 14,39 9
Sedangkan pidana yang paling ringan vang dikenakan oleh hakim
vaitu pidana yang lamanya 3 bulan. Penjatuban pidana vang berkisar 3
bulan ini lebih sering diterapkan oleh hakim. Ini tedihat dari
keseluruban jumlah kasus tindak pidana pejudian, sekitar 124 kasus
atau sekitar 29,25 % dijatubkan 3 bulan pidana. Selebihnya pidana

Of

- tindak pidana perjudian yang belum di putus oleh




vang berkisar 4 bulan hanya 17,22 %, pidana penjara 5 bulan hanya
16,50 % dan pidana & bulan vang dijatuhkan terhadap pembuat tindak
pidana perjudian hanya 14,39 % Dari total jumlah kasus tindak
pidana perjudian hanva sekitar 35 kasus atau sekitar 825 % kasus
vang belum diputus oleh pengadilan Kasus-kasus tindak pidana
perjudian yang belum diputus oleh pengadilan im masih berada pada
tingkat penyidikan oleh kepolisian ataupun sudah dilimpahkan kepada
kejaksaan untuk dibuat berkas penuntutan

Dari uraian tersebut di atas terlihat ancaman pidana yang
berkisar antara 4 tahun sampai 10 tahun penjara vang tertuang dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 sangat jarang dijatubkan atay
ditcrapkan terhadap pembuat tindak pidana perjudian Melainkan
pidana yang dijatuhkan berkisar hanyva beberapa bulan saja Selain ity
juga ancaman pidana denda vang berkisar antara Rp. 10 juta sampai
dengan Rp. 25 juta sebagai salah sa bentuk alternanf pidana juga
sangal sulit untuk diterapkan

. Penerapan Jenis-Jenis dan Jumlah atau Lamanya
Pidana Polkol.

Penerapan  sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebu
Dalam praktek penerapan sanksi pidana mimimum yang telzh
dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (woris) hakim tetap mengacu
pada KUHP sebagai sistem induk

Sekali lagn  penulis menegaskan  bahwasanva  walaupun
Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah
diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan
dikesampingkan Hal 1m dikarenakan peraturan perundang-undangan
tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus
atau menyimpang dan KUHP  Walaupun peraturan perundang-
undangan bisa saja membuat aturan vang menyimpang atau bersifat
khusus dan sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asatkan dalam
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kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan
Ketentuan i sangat  diperiukan  untuk  dalam  rangka
mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut
KUHP {Wv5) menetapkan mimmum umum letap satu han dan
im hanva terdapat dalam penjelasan Pasal vang memuatnya secara
tersendin sesuai dengan ancaman pidana. Adapun maksimum umum
yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20
tahun apabila findak pidana vang dilakukan diancam dengan pidana
mati atau seumur hidup atau apabita ada pemberatan pidana Dengan
dianutnva sisterh maksimum ini, menurut Colin Howard,'* sistem ini
merupakan praktek legislanl vang tradisional dan merupakan cara
terbark untuk mendistnbusikan kekuasaan pemidanaan dari badan
legislauf kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat
bawah Ada tiga keuntungan vang menvolok dan sistem menurut
Colin Howard yaita: '™
a. sistem ini menunjukan tingkat keseriusan tindak pidana kepada
badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
b membenkan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada
kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
¢ mehndungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri
dengan menetapkan batas-batas kebebasan dan kekuasaan
pemidanaan itu i tingkat bawah in

. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam
KLUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas
kesalahan dalam hukum pidana, vang menentukan bahwa pada
prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan Pnnsipnya seseorang sudah
dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada

"' Colin Howard, dikutip Oleh Barda Nawawi Aricl, Bumga Rampaii .. op cil
hal. 1942

P bid hal. 192-193
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kesalahan Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental
dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas,

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggung-jawaban
pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas
legalitas (vang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas
{yang merupakan asas kemanusiaan), Asas legalitas menipakan dasar
patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan vang
didalamnya tidak hanya dibatasi pada perbuatan vang dilakukan
dengan sengaja (dolus) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan
dengan tidak sengaja atau lalai (culpa)

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada
prinsipnya sescorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukai
kesalahan  melakukan  tindak  pidana  Dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk
menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.
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BAB IV
KONSTRUKSI PENANGGULANGAN
PERJUDIAN DI INDONESIA

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perjudian
Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 2004/2005
kebijakan hukum pidana (penal pedicy) bertolak dari pendapat
Soedarto, mengandung pengertian-'

a. usaha uotuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesus
dengan situasi pada suatu saat.

b kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang
menetapkan peraturan vang dikehendaki vang diperkirakan
dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan vang dicita-
citakan.

¢ hertolak dan pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum
pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundangan vang paling baik dalam arti memenuhi rasa
keadilan dan daya guna

d. melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha
mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana vang sesuai
dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang.

Menurut  pendapat tersebul melaksanakan politik  hukum
pidana berarn didalamnya terkandung upaya vang mengarah pada
perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya
untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena it
membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk
prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membual peraturan
hukum pidana vang lebih baik

"= Socdarto. Hukum Pidana dan Perkembangan. ., op it hal, 03
102




Mengenai prospek kebijakan hukum pidana  mencakup
persoalan kebijakan hukum pidana vang berlaku pada saat ini (i
covsiififum) dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan
datang atau hukum yang dicita-citakan (rus censtitwinerdum) yvang
berupa pemecahan faktor-fakior yang menjadi penghambat secara
umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atay materi [akior
struktur dan faktor budaya hukum, fungsi anusipauf dan terlebih
fungsi adaptif "™ Dari suatu peraturan perundang-undangan terutama
hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pada umumnya Kebijakan pemerintah
menetapkan peraturan pcrunda.ng-uﬂd&ngan vang memual ketentuan
hukum pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial

Dalibar dan sudut “criminal poficy”, upaya pentnggulangan
kejahatan  perjudian vang merupakan salah satn bentuk  delik
kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan
hukum pidana. tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral
ataw sistemik  Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus
ditempuh dengan pendekatan vang bersifat sosio kultural pendekatan
moralis dan edukatif

Penanggulangan  kejahatan  pequdian  selain dengan
menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan
updva-upaya vang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan
kekinian masyarakat Namun membual suaty  ketentuan  hukum
terhadap bidang kesusilaan menjadi suaty hal vang tidak mudah,
karena di sinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan)
farus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman
ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan
kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena i,
pemenintih  harus  menyikapi perkembangan  tersehut dengan
merancang  sebuah  peraturan  vang  dapat menjangkau  dan

- Muladi, Propeksi Hukum Pidana Indonesia Dimasa Yang Akan Butang, Pidao
Penpukulun Gum Besar Fakultas Hukum UNDIP, Seoumang, 24 Febmmm 1990 hal
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mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya undak
pidana perjudian Oleh karena it pembaharuan hukum pidana
{KU/HP) merupakan suatu keharusan

Tindak pidana pada hakikatnya meripakan “perbuatan yang
diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk atau ditetapkan” (henoemd
ceclrag atau designated behaviour) sebagal perbuatan yang dapat
dipidana oleh pembuat undang-undang. Secara singkat G.P.
Hoefnagels menyatakan, “crime 15 beheneor  desigmated ax a
punishable aci” ' Penentuan  benoemd gedrag atau  designated
hehaviour ini merupakan bagian dani kebijakan knminal (criminal
podicy) Oleh karena itulah, G. P. Hoefnagels juga menyatakan,
bahwa “criminal policy is a policy of desig-nating kuwman behavior
as crime” '™ (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam
menetapkan perilaku manusia scbagai suatu kejahatan atau tindak
pidana)

Menurut . Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan
dapat ditempuh dcnganm

a. Penerapan hukum pidana (crimimal low application),

b Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisiment),

¢ Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

dan pemidanaan lewat media massa (inffuencing views of
society on crime and pumishment mass media)

Dalam pembagian Hoefnagels tersebut | upaya vang disebut
dalam butir (a) dapat dimasukan dalam kclompok “penal” sedangkan
vang disebutkan dalam butir (b) dan (c¢) dapat dimasukan ke dalam
kelompok mon perad Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya

"GP Hoofnagels. The (ther Side of Criminofogy. Klower-Devenier, Holland,
1971, hal. 90

B oibid |, hlm 1081

" Bardin Mowanwd Ariel, Busga Rampai. . op it il 42
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penanggulangan kejahatan lewat jalur pemal lebih menitikberatkan
pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan
terjadi, sedangkan jalur mon-penal lebih  menitikheratkan pada
tndakan preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan
terjadi Dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan
preventil dalam arti luas "™

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat
perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atay
menanggulangt  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan
kejahatan Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan
perbuatan-perbuatan apa yang scharusnva dijadikan tindak pidana,
juga menetapkan sangsi-sangsi apa vang scharusnya  dikenakan
terhadap s pelanggar

Berikut akan dilakukan kajian Kebijakan formulasi hukum
pidana di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana
perjudian.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian

KLUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang
ada di Indonesia Konsep KUHP baru hanva membag KUHP dalam 2
(dua}) Buku saja, berbeda dan KUHP WS vang saat ini masih
berfaku, di mana hanya meliputi Buku | tentang Ketentuan Umum dan
Buku 1l tentang Tindak Pidana Kedua buku tersebut tidak saja
memuatl perumusan pasal-pasal hukum pidana materiil tetapi juua
penjelasan pasal demi pasal secara teringi '

' Sudano, 1986, Kapita Nefekta Hukum op.cir, hlin. 118

""" Hasil peramusan Buku | dan Buky 11 1erscbu mieripakan pekeraan dua buah fin,
yang Anggoa intinyd sama dan masangr-masing  dikenal dengan numa "l
pengkagumn” dan wm "RULT Kedus tim tersebut muls hekiena pada talnn angparan
LY 1/ 1982 dan ditempatkan di Depanemen Echakiman (e inhon anggren
IYBR/19%9 di Badan Pembimaan Hukum Nasional dan  sesudah i di Dirckionm
Jenderal Hukum dan Perundang -undangan). Ketun tim sejak semuln dipegang okeh
Prol, Suwdarto, 8H dan scictah Selian meningeal bermml-tons oleh Prof. Mr
Rocshin Saleh dan Mandjono Reksodiputro {dengan Budiani. SH schagai Wakil
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Konsep KUHP tidak lagi membedakan kualifikasi utndak
pidana berupa kejahatan dan pelanggaran Kebijakan i didasarkan
pada resolusi Seminar Hukum Masional | tahun 1963 dan hasl
Lokakarva Buku 1l KUHP tahun 1985 Adapun alasan yang pada
intinya sebagai berikut:""

| Tidak dapat dipertahankan lag kntena pembedaan
kwalitatii” amtara rechisdelict dan wetsdelict yang melatar
belakangl penggolongan dua jenis tindak pidana itu,

2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada Hindia
Helanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan
wakiu 1y, “pelanggaran” pada dasamya dipenksa oleh
Landgerechi  (pengadilan  kepolisian  dengan hukum
acaranya sendiri, dan “kejahatan” di penksa oleh Landraad
(Pengadilan Negen) atau Hoad van Justitie (Pengadilan
Tingyi) dengan hukum acaranva sendin pula. Pembagian
kompetensi seperty itu tidak lagi dikenal saat ini.

1. Pandangan mutakhir mengenal “gfkoop” (seperti pada
PPasal 82 KUHP/WwvS) sebagai alasan penghapus
penuntutan  tidak  hanya  berlaku  terbatas  untuk
“pelanggaran” saja. tetapi dapat berlaku untk  semua
tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman
maksimum pidananya

Seperti diketahui bahwa perjudian adalah termasuk dalam
kelompok delik kesusilaan  Pengelompokkan ini terdapat  dalam
KUHP Bab XIV Buku 11 yang termasuk jenis kejahatan kesusilaan
dan Bab %1 Buku 11 vang termasuk jenis pelangaran kesusilaan
Dengan demikian  secara jundis, delik kesusilaan menunut KUHP
vang berlaku saat ini terdini dari 2 (dua) kelompok tindak pidana. yaitu

kotua) Dan sampai sckamng tm peramus telah berlasil memousun konsep KUHP
gl 2R3

" Banda Nawaw: Aref, Bunga Rampui . op cir hal 93
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“kejahatan  kesustlaon”  (diaur dalam Bab XIV Buku 1) dan
" pelanggraran kesusilaan” (diatur dalam Hab V1 Buku 11

Pengelompokkan perjudian sebagai salah satu bentuk delik
kesusilaan masih diteruskan dan dipertahankan oleh konsepror KUHP
baru. Pengatran mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Konsep
KUHF Tahun 2004/2005 tersebut ada dalam Bab XV1 Adapun
rumusan tindak pidana perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal 522
sampal dengan Pasal 523 dalam Konsep KUHP, Adapun pasal-pasal
yang mengatur masalah perjudian tersebut adalah:

2 Pasal 522 Avat (1)

Uipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
Fedfutitt, seftagr orang vamg:

. Menawarkan atay memberi kesempatan unmk  main ki
dan menjadikanya sebagai mata pencahariannyva arau
furst serier clalam pernsahaan perjudion;

b Menawarkan atan memberi kesempatan  kepadea  wemm
itk main judi ata trat seria dalam perusahaan
perjidian, terlepas dari tdak odanya swein svaral atan
tafe cara yvang harus dipenmfn ek mengounakon
kesempaian tersebul; atan

e Menpadikan turut seria poda permainan judl sebagai mata
Pencafr fan.
Pasal 522 Ayat (2}

Jika pembuat tndak pidana  sebagaimana dimksid pada
cvadd ()} melakwkan perbuatan tersebut dafam menjalamkan
profesinye, maka dapat dijend pidana tambahan berupa
prencabuian hak wuntuk menjalamkan profess tersebur,

Pasal 523

17




[0

Setlap orang yamg mengsunekan kesempatan main fudi,
cipncdana demgsan podana pernjara paling fama 4 (enpai)
fatmn ataw denda paling banvak Kategon 1V,

Dar ketenuan Pasal 522 ayat (1), Pasal 522 ayat (2) dan Pasal
523, KUHP konsep di atas, jika dignalisis maka materi perumusan
ketentuan pidana mempunyal perbedaan dengan konsep sebelumnya
Perbedaan tersebut menvangkut redaksi ataupun ancaman pidana
vany akan dikenakan

Ketenwan pidana Pasal 522 sampai dengan Pasal 523 KUHP
konsep 2004/2005 tersebut di atas mang lingkup tindak pidana
perjudian menurut Rancangan KUHP tahun 2004/2005 adalah

a)

b

)

)

£l

Pasal 522 ayat (1} point a  Menawarkan atau memberi
kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai
mata pencahanannya atau turut serta dalam perusahaan
perjudian

Pasal 522 ayat (1) point b - Menawarkan atau memberi

kesempatan kepada umum untuk main judi atas turut serta
dalam perusahaan perjudian

Pasal 522 ayat (1) ¢ Menjadikan turut serta pada
permainan judi sebagai mata pencaharian

Pasal 522 ayat (2) pika pembuat tindak pidana
sehagamana dimaksud pada avat (1) melakukan perbuatan
terschut  dalam  menjalankan profesinya, maka  dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk
menjalankan profesi tersebut

Pasal 523 @ Setiap orang yang menggunakan kesempatan
main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
{empat) tahun atau denda paling banyvak Kategon TV




1.2 Pertanggungjawaban Pidana

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik.
konsep KUHP masih tetap mempertahankan asas kesalahan {asay
cuipabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus
dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang  Oleh karena il
ditegaskan dalam konsep KUHP (Pasal 35), bahwa asas tfiada pidana
tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam
mempertangeungjawabkan pembuat yvang telah melakukan tindak
F]'Lii-!ﬂﬂ“_l i

Walaupun  prinsipnya  bertolak  dar pertanggungjawaban
pidana berdasarkan kesalahan (Jability based on Jenadt) hal tersebut
diatur dalam Pasal 37 konsep KUHP Namun dalam hal-hal tertentu
konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggung-jawaban
vang ketat (sirict fabilty) dalam Pasal 38, dan pentanggungjawaban
pengganti (vicariows liability) dalam Pasal 3% ayat (1) Masalah
pertanggungiawaban pidana ini telah dijelasken dalam pasal-pasal
yang bersangkutan yaitu

Pasal 37

(1) didak seorang pun vang melakukan findak Pidera femipo
Kesalahar.

20 kesalahan terdiri dari Kemamigicert hertangsnsiow b,
kesengajaan, kealpaan dean tidak ada alasan ey

Pisal 38

(f) Bagi tindak pidema  tertemn, uncang-undeng  dapat
menentukarn balwa seseorang dapat dipidana semter-
maiad  karena delah  dipenuhinva  wnsur-unsur findak
pidane tersebut tanpa memperheatikan acdarva kesalahan,

" bt hal. 98

|05



(20 Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang
eyl di pertarpgung powabkean atas fincdak pedane vang
hilakakan oleh orang lain.

Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama
dibatas) pada perbustan vang dilakukan dengan sengaja {dolus) Dapar
dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional)
apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang Sedangkan
pertangming-jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dan suatu tndak
pidana vang oleh undang-undang diperberal ancaman pidananva,
hanya di kenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat
menduga kemungkinan terjadinva akibat itu atau apabila sekumg-
kurangnya ada kealpaan Jadi konsep KUHP tidak menganut dokirin
erfolgshaftung (dokinn menangpung akibat) secara murni, tetapi tetap
dicrientasikan pada asas kesalahan Hal ini terfihat dan pasal-pasal
berikul

Pasal 39

(1) Sesecrang hamea dapar  dipertangeangiowabbanr  jika
orang tersebut melakwkan tndak pedana dengan sengaja
ctfent keerevier kealparn,

i) Perbuaian vang dapar dipidane adalah perbuatan vang
dilakskean dengan sengaja, keculai peraturan perundarng-
iniclargan menettwkan secara tegas habwea swatu tingdok
prictaanis yarigr dilaknkan dengan kealpaan dapar dipidana.

(3 Bahwa sescorang hanva dapat dipertangeungowabkan
terhadap  akibar tedak  pidana  tertenn yang  oleh
umdang-undang diperberal ancamean pidananye, fika ia
sepatinva mengetahnd kermungkinan terjadima akiba
fersebut cfem sekurang-knrangmva ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan {eror), baik error fact maupun error
neris,  konsep KUHP  berprinsip @ pembuat  wodak  dapar
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dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana.
MNamun demikian, apabila kesesatan itu (keyakinanva vang keliru itu)
patut dicelakan atau dipersalahkan kepadanva, maka si pembuat tetapi
dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang demikian dirumuskan
dalam Pasal 42 konsep KLUHP vang berbunyi:

Pasal 42

() Tidak dipidana, prka sesecrang tideak mengetahn alan
sesal mengenai keadaan yeng merupakan wnsur tindok
pidana atau berkeyekinan bedwa perbuataniye  tidak
merupakan swaty tndak picana, kecuali ketidakiahman,
kesesatan, atau kevakinamya fiy patut dipersalahian
kepedarnya,

Secara normatil sudah menjadi kebiasaan setiap pembuat yang
melakukan tindak pidana dan perbuatannya patut dipersalahkan dan
bisa dibuktikan maka sudah sepatutnyalah s pembuat tersehut
dihukum atau dikenakan pidana Namun, konsep KUHP secara
revolusioner  memberikan  kewenangan kepada hakim  untuk
mempertimbangkan untuk memberi maaf dan pengampunan. Maal
dan pengampunan disini berarti si pembuat tidak dikenakan hukumar
pidana atau undakan apapun Pedoman mengenai permaafan hakim
(Rechterlijkpardon) ini ditvangkan dalam Pasal 55 ayat (2} schagai
bagian dan pedoman pemidanaan, adapun bunyi pasal tersebut adalah

Pasal 55 ayat (2)

Kmgannva  perbuatan, keadaan  pribadi prembiad aton
Keadaan  padie wakts  dilakikan perbuatan aian vang
terjadi kemudian, dapat dijadikan  deasar pertimbeangan
wituk  tidak  menjatubkan  pidang e meRgerak
ticlakan  dengan  mempertimbangkan segl keadilan dan
kemmaarnistcaan.,

(R



Sebagai penyeimbang konsep tersebut diatas maka dalam
ketentuan Konsep KUHP juga menentukan apabila seseorang fidak
dipidana karena adanya alasan penghapus pidana Konsep KUHP
memben kewenangan kepada hakim untuk tetap menjatubkan pidana,
atau dengan kata lain konsep memberi kewenangan atau kemungkinan
kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapus pidana
tertentu berdasarkan asas cwfpa in cawsa, vaitu apabila terdakwa
sendin patut dicela atau dipersalahkan menyebakan terjadinya
keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya di pakai menjadi dasar
adanya alasan penghapus pidana tersebut pedoman mengenai hal ini
dituangkan dalam pasal 56 Konsep KUHP vang perumusannya
schagai berikut:

Pasal 56

Sesecrang  vang  melakukan  findak  pidana  tiak
dibebaskan  dari pertanggungiawaban prickana
berdasarkan  alasan penghapus  pidana, jika  orang
fersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadimya
keadaan yang dapal menjadi alasan penghapus pideana
fersehur.

Berbeda dengan  KUHP (WvS) sebelumnysa
Konsep KUHP juga mengenal pentanggung-jawaban pidana oleh
korporasi.  Artinya  setiap  bentuk  kejahatan  perjudian  vang
difoymulasikan dalam konsep KUHP yang dimintai pertanpgung-
jawaban pidananya selain individu pribadi (natmurlipk persoon) juga
badan hukum atau korporasi. Hal ini terumuskan dalam Pasal 47
Konsep KUHP yang berbunyi, “Korporasi merupakan subyek tidek
Jraclerrir. ™

Pada dasarnya korporasi dapat melakukan nndak
pidana apa saja, tetapi ada pembatasannya Tindak pidana-tindak
pidana vang tidak bisa dilakukan korporasi adalah tindak pidana (a)
yang salu-satunya ancaman pidananya yang hanva bisa dikenakan
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kepada orang biasa, dan (b) vang hanva bisa dilakukan oleh orang
biasa, misalnya bigami, perkosaan dan sumpah palsu. '™

Dan pendapat tersebut di maka dapat disimpulkan
dalam  kebijakan  formulasi  tentang penmanguung-jawaban  olch
korporasi atas tindak pidana perjudian sudah terumus dalam pasal-
pasal yang mengatur tentang perjudian, Hal ini bisa terlihat dart
rumusan pasal dibawah ini, vaim

Dalam masalah pertanggung-jawaban korporasi, tampaknya
Konsep KUHP tahun 2004/2005 mengEunakan sistem perumusan
ternatif kumulatif Hal ini dapat dilibat Pasal 49 Buku Pertama
Konsep KUHP, vang berbunyi

Jika  tindak  pidena  dilakukan  oleh ko pewrcsi,
pertanggungiowaban  pidana dikenakarn ferhadap
Kurporast atan pengmrusnya,

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa atay vang
dikatakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi
negatif la diterapkan jika sarana (upava) lain sudah fidak memadai,
maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi vang subsidiar '
Senada dengan vang diungkapkan oleh Sudarto, Roeslan Saleh
mengemukakan pidana adalah reaksi atas delik. dan inj berujud suatu
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik

it o

! Setrvono, Kejahatan Korporasi {Analivi Vikitmoois dan FPertangzangiewaban
Korporasi dalam Hukirm indonexia), Cet. 11 Bavo Media, Malang. 2005 Tl | 15-
Iy

" Sudarto, vang dikutip dalam Andi Hamuah dan Siti Rahavu, Swatw finjavan
Ringkas Sistern Pemidanaan 1§ Indesesia. Akademiba Presindo. jakaria 193
hl, 27

" Roeslan Salch, Stetsel Pidana Indoresia Fakara: Aksaen Bang, 1978 hal. 5
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Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya
merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama
merumuskan tentang tujuan pemidanaan Dalam mengindetifikasikan
tujuan pemidanaan, Konsep KUHP bertolak dari keseimbangan mono-
dualistik antara kepentingan masyarakat dan perlindungan masvarakat
dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku pidana '

Bertolak dan ide kesimbangan dua sasaran pokok i, maka
svarat peridanaan menurut konsep KUHP juga bentolak dar pokok
pemikitan  keseimbangan mono-dualisitik  antara  kepentingan
masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor obvektf dan
faktor subyektif Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari
dua prinsip dasar dalam hukum pidana yaitu asas legalitas {vang
merupakan asas kemasvarakatan) dan asas kesalahan atau culpabilitas
(yang merupakan asas kemanusiaan). Dengan demikian pemidanaan
sangat berkaitan dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana

Bertolak dan pemikiran di atas maka vang dipertahankan dari
KUHP (WvS) adalah pidana mati tetapi dinamakan mdana yvang
bersifat khusus), pidana penjara dan pidana denda. Ketiga jenis pidana
inilah yang diromuskan delik sebagai ancaman. Pidana pokok yang
ditambahkan adalah pidana twtupan, pidana pidana pengawasan dan
pidana kerja sosial Sedangkan pidana kurungan (Pasal 10 a3 KUHP)
dihapuskan Sedanngkan pidana-pidana pokok dan (khusus) di atas
masih dikenal juga pidana tambahan Disamping kefiga pidana Vang
lama (pasal 10b 1, 2 dan 3 KUHP) ditambahkan pula dua pidana
tambahan, vaitu  pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan
kewajiban adat.'™

" Barda Nawawi Anefl, Kapita Sefekta 3p cit. hal, 9%
" Mardjono Reksodiputro. Pensbakarsan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)
Buku Ke 8 Jakarta: Universoius Indoncsia 1995
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Bertolak dan pemikiran. hahwa pemidanaan  harus juga
berorientasi pada faktor ‘orang” (pelaku tindak pidana), maka ide
individualisasi  pidana juga  melatarhelakangi  aturan  umum
pemudanaan di dalam Buku | Konsep Ide atau pokok pemikiran
individualisasi pidana ini antara lain tedihat dalam aturan umum
konsep sebagai berikut: '™

. seperti telah dikemukakan o aras kewisep menegaskan
didaiem pasal 35 batwa fiada Pidana tanpa kesalahan
PHEFIPakarn asas Veng sangat fundamental

b dalam ketermtuan alasan perrghapnes pidcin, kbresrsipyer
alasan pemaaf, dimasukkan masalaf error, dave pokse,
Pembelaan terpaksa yang melampui beatas, ficdak HRCImIL
bertanggung jawab dan masalah andk di bawakh |2 fevhnin,

¢ di dalam  pedoman  pemidanan (Pasal 32} hakim
drwajibkan  mempertimbanghan heberapa fakior aniara
leurt motif, sikap batin den kesalaban s pembuctt; cora s
pembuat melakikan  findak piclana. riwavest hicup oo
keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh
picana terhadap masa depan si frembuic.

i dalam pedoman pemberian Maaf atan pengampinan
olehr hakim antara lain fuga dipertimbangkan faktor-faktor

keadacn — pribadi - 51 pembuar  dan perimbargan
Kemarmisiaan.

¢ db dalam ketentuan mengenal peringanan dan pemberatan
pudane (Pasal 113 dan 115) dipertmbangkean berbagami
Jakior antara lain;

o dapakalt ada kesukareloan  ferdakwe ik
menyerahkan diri kepode pibek yong herwayib,

" Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai_...op cit. hal, 111
115
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apakah ada kesukarelaan tedakwa memberi ganti rug
cticiss memperbaiki keruscekers verng iimbul,

¢« apakal ada kegoncangan jiwa vang sangat hebai;

o aprerkah si pelaky adalah wanita hamil mmdea;

e apakalt ada kekurangmampuan bertanggung jowah;

S apakah st pelaku  adalah  pegawal  negeri yang

melanggar  kewajthan  jabatanmva  ataw  menvealah-
smnakan kekucsaannyva,

£ apakah ia menggunakan keahlian atan profesina;
h. apakah ia adalah residivis;

Sisi  lain  dari  individualisasi  pidana  yang
dituangkan di dalam Konsep ialah adanya ketentuan mengenai
perubshan atau penyesuaian kembali putusan pemidanaan vang telzh
berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pertimbangan karena
adanya perubahan atau perkembangan pada diri si terpidana it
sendin Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian individualisasi
pidana odak hanya berarti pidana yang akan dijatuhkan harus
disesuaikan atau dionentasikan pada pertimbangan vang bersifat
individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat
dimesdifikasi atau disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
individu (si terpidana) yang bersangkutan Ketentuan mengenal hal ini
diatur dalam Pasl 54 vang antara lain menyatakan '

(1. Mengingat  perkembangan  terpidana  dan  tujnan
pemidanaan, terhadap setiap putusan pemidanaan dan
fivwclorkernr yeng tedah mempercoleh kekuatan hukum fetep,
dapat dilakukan peruhahan ata penvesuaian.

(&) Perubohan ataw penyeswaian tersebut hamva  dapat
dilthukan atas permohonan termdana, orare g, wali

" kil hal 102
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ciern penasihat kumnya, ataw atas permintaan Jaksa
Peminiut Umum atau perminican Hakim Pe FECIW L,

(3) Perubahan ataw penyesuaian tersebut tidak bolek lebih
Berat dari prtusan semula dan harus dengan Jrerselifun
ferpid,

(4. Perubahan atan  pemyusaian tersebut  dapet bernper
pencabutan atan penghentian same sekali pidana ain
findakan vang dijatuhkan terdahuly atan dapar berup
penggantian jerms pidana atau tindakan lainnyva

Tika dicermati rumusan jenis pidana pokok dalam
Konsep KUHP tidak jauh berbeda dengan konsep KUHP (WvS)
Letak perbedaanya adalah ditambahkannya pidana kerja sosial vang
selama ini tidak dikenal dalam KUHP Rumusan jenis pidana pokok
vang akan dikenakan terhadap si pembuat tindak pidana perjudian
adalah ancaman pidana penjara dan pidana denda. Seperti terlihat
dalam rumusan pasal berikut ini

Walaupun jenis pidana pokok yang diancamkan
dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian tersebut
adalah berkaisar pada pidana penjara dan pidana denda. Namun
hakim mempunyai keleluasan untuk menentukan dan memilih sanksi
batk  pidana ataupun tindakan yang tepat untuk kondisi obyektif
pelaku  Jadi  diperdukan  adanva  Aeksibilitas  atau elastisitas
pemidanaan Namun tetap diadakan pembatasan, Adapun batas-batas
kebebasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi menurui konsep-
konsep KUHP adalah sebagai berikut

a. sanksi yang tersedia dalam konsep berupa pidana dan
tndakan. MNamun di dalam penierapannya hakim dapat
menjatuhkan berbagai altematif sanksi sebagai berikut

a menjatuhkan pidana pokok saja,

b. menjauhkan pidana tambahan saja
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menjatuhkan undakan saja;
d menjatuhkan pidana pokok dan bndakan,
¢ menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan,

{ menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan
nndakan

b. Walaupun pada pnnsipnya sanksi yang dapat dijatubkan
adalah pidana pokok yang tercantum {(Buku 1), namun
hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lannya (pdana
pokok/pidana tambahan/tindakan) vang tidak temcantum,
sepanjang dimungkinkan atau diperbolehkan menurut umum
Buku |

Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka
pidana vang dapat dijatubkan kepada korporasi harus sesuai dengan
sifat korporasi vang bersangkutan '*' Mengingat KUHP menganut
sistem dua jalur (dowble track system)' dalam pemidanaan, dalam
arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbaga: tindakan kepada
pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggung-
jawaban pidana korporasi sebaga pelaku tindak pidana

Dapat dikemukakan dampak vyang ingin dicapai dalam
pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya mempunym
Singmcial impacts tetapl juga vang mempunyal sonfinacial impeaciy.
Karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara,
dan pidana kurungan tidak dapat di jatuhkan pada korporasi. Sanksi
yvang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana
tambahan, tindakan tata ternb, tindakan admimstratif dan sanksi
keperdataan berupa ganti rugi.

" Setyome. Kejakatam Kerporasi . op.oi. bl 125

" umtak lebil jelas mengen ide dasar dan model penumusan double tack svsien
Ithat M. Sholkelusdding Sovem Senbsd Dheelewn Hutaem Pl (Jde dasae Ooulde
Track system dan fmplementasinva). PT Baja Grdindo, Jakaria 2003
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Penuntutan dan pemidanaan terhadap tindak pidana vang
dilakukan oleh ataw suam korporasi, dapat dilakukan atau dijatubkan
kepada (49 Konsep KITHP

| korporasi ity sendin
2. korporasi dan pengurusnya; atau

3 pengurusnya.

- Dan wraian di atas bisa disimpulkan bahwa korporasi yang
melakukan tndak pidana perjudian dalam artian menyelenggarakan
perjudian bisa dimintai pertanggung-jawabannyva

Dalam rancangan KUHP, prospek baku tentang pengaturan-
pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tindak pidana umum
tetapn juga terhadap perbuatan pidana vang diatur diluar K1UHP sepert
ketentuan  pidana mengenai  penudian.  Menurt Muladi, crime
stipndation poficy dalam KUHP mendatang (rancangan KUHP-pen)
cukup kompleks. Hal yang dipertimbangkan cukup banyak baik dar;
segl politik, ekonomi, sosial budaya. periahanan dan keamanan dan
perkembangan teoritis dan empins dalam bidang hukum pidana
Aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa
dan  yang tidak  kalah pentingnya  adalah kecenderungan-
kecenderungan internasional vang diakui oleh masyarakat beradab '
Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar
KUHP sangat penting karena perdiuran-peraturan tersebut  dapat
dirdentifikasikan sebagai perkembangan

salah sam kemajuan  hukum pidana dimasa mendatang
(rancangan KUHP baru) adalah dimangkannya konsep tindak midana
berdasarkan pengertian materiil, melengkapi konsep tindak pidana
berdasarkan pengertian formal dalam KUHP yang berlaku sekarang

" Mulnds, Perkembangean  lindak  Pldang el KLU Mendarars, Makalah
Disanipeikan Dalam Rangka Persamn Missional Hukum Pidang Dan knminologi
Untsk Bosen-Dosen FINATS Sc Indonesia 14903 fgi, 2
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ini. Dengan konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiil
berarti bahwa pernyataan sebagai suatu tindak pidana tidak semata-
mata herdasarkan pada apa yang dinyatakan dalam undang-undang,
tetapi harus juga berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan/atau
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-
bangsa

Mengingat kejahatan perjudian senantiasa berkembang lebih
cepat, sehinggga menunt hemat penulis konsep legalitas yang
berdasarkan pengertian formal dan materiel seperti tersebut dalam
pasal | ayal (3) rancangan KUHP, dapat menampung atau menjaring
perkembangan  kejahatan perjudian vang  bersaranakan teknolog
canggth atau intermet karena memang seringkali kejahatan khususnya
perjudian sudah mulai menggunakan sarana teknologi canggih untuk
melancarkan  aksinya  Dengan  dianutnya legalitas  matenil,
perkembangan  bentuk-bentuk  kejahatan kKhususnya  kejahatan
perjudian dapat diantisipasi dengan menggunakan hukum pidana
sebagai salah satu saruna

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tjuan hukum
pidana yang sudah direncanakan, selain kebenaran dalam menetapkan
{merumuskan) perbuatan dan sanksi pidana dalam undang-undang,
harus  pula didukung dengan kebijakan mengaplikasikan  atau
mengoperasionalisasikan  hukum  pidana ity Tahap kebijakan ity
merupakan suatu rangkaian vang tidak dapat dipisahkan satu sama
lain. -

Kebijakan legislatif atau formulasi, merupakan salah satu mata
rantai dan rencana penegakan hukum khususnya merupakan bagian
dari proses konkritisasi pidana. Oleh karena itu kebijakan formulasi
dan kebijakan aplikasi atau konkretisasi harus bersesuaian. atau
dengan kata lain harus saling mendukung dan saling melengkapi
dalam mencapai tujuan hukum pidana yaitu bagaimana mewwjudkan
masyarakat yvang adil dan makmur
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